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ABSTRAK
(9]

Penelitian ini membahas mengenai pengalihan kredit kggjaraan
bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta akibat hukum yang
ditimbulkan terhadap para pihak. Pengalihan kredit kendaraan bermotor sering
terjadi dalam praktik masyarakat, khususnya melalui over kredit di bawah
tangan tanpa melibatkan pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal
kendaraan bermotor yang masih dalam masa pembiayaan merupakan objek
jaminan fidusia yang hak kepemilikannya masih terkait dengan kepentingan
kreditur sampai kewajiban debi@jdilunasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
pengaturan hukum terhadap pengalihan kredit [Ehdaraan bermotor tanpa
persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap
pengalihan kredigf®ndaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur.

Metode penelitian yang digunakan adalah @enelitian hukum normatif
dengan sifat peffditian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalF)studi kepustakaan Jang
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan
@Praturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum
yang befPlitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pdfjalihan kredit kendaraan
bermotoffanpa persetujuan kreditur bertentangan dengan ketentuan Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
melarang pemberi fidusia mengalihkarnfhenggadaikan, atau menyewakan benda
yang menjadi obfffk jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima
fidusia. Pengalihan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena
debitur melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan
kreditur. Akibat hukum dari pengalihan tersebut adalah kreditur tetap memiliki
hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia dan berhak melakukan
penarikan atau eksekusi kendaraan apabila debitur tidak memenuhi
kewajibannya. Selain itu, pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan
bermotor juga dapat mengalami kerugian hukum apabila kendaraan tersebut




1
menjadi objek eksekusi oleh kreditur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan
kesada@) hukum masyarakat serta pengavigilan dari perusahaan pembiayaan
agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut
sistem pemerintahan demokratis, yang berlandaskan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) memperjelas bahwa, "Setiap
orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Peraturan dalam konstitusi berisi instruksi untuk menjamin semua warga
negara, termasuk yang kurang mampu, memiliki akses ke keadilan.ngan
demikian, mereka bisa mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,
serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum. Kedudukan seseorang di depan hukum, yaitu prinsip kesamaan di
hadapan hukum, sangat penting lam membentuk sistem hukum yang baik
serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Perkembangan kegiatan pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam

bidang kendaraan bermotor, menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi.
Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut umumnya disertai dengan adanya

jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan

kemudahan bagi debitur karena objek jaminan tetap berada dalam

! Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pancasila, Demokrasi, Ham dan masyarakat Madani,
Kencana dan ICCE UIN, Jakarta, 2012, hlm. 22

? Delvi Pebrina, Eki Nakia Utami, dan Kamila Fadyana, Pendidikan Kewarganegaraan:
Makna UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), Makalah Universitas Gunadarma, 2016.




penguasaannya, namun secara yuridis hak jaminan tersebut berada pada

kreditur sebagai penerima fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jaminan

fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud

maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi
fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Dengan adanya jaminan
fidusia, kreditur memperoleh kedudukan yang diutamakan (preferen)
dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang.3
Pengaturan mengenai pengalihan kepemilikan objek jaminan fidusia
telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya pada

Pasal 19 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia berakibat
beralihnya seluruh hak dan kewajiban Penerima fidusia secara otomatis
kepada kreditur baru.

2. Pengalihan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib didaftarkan oleh kreditur

3. Baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal ini empakan bagian dari
hak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya terkait
pengalihan status penerimaan jaminan. Sementara itu, bagi pihak
Pemberi Fidusia (debitur), pengaturan mengenai pengalihan hak
kepemilikan objek fidusia terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) sampai
dengan ayat (4), yang menegaskan:

:
" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fi dusia,

mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889.




a) Pemberi Fidusia berhak mengalihkan benda persediaan yang
menjadi objek jaminan fidusia sepanjang dilukan sesuai dengan
praktik perdagangan yang lazim.

b) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila debitur telah melakukan
wanprestasi, termasuk terhadap pihak ketiga.

c¢) Benda yang dialihkan wajib diganti dengan objek lain %ng
memiliki nilai sepadan.

d) Jika debitur melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau
piutang yang timbul dari pengalihan tersebut otomatis menjadi
objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek semula.’

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa
pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan trtulis terlebih
dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung uan
untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima
fidusia.’

Norma secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan,

menggadaikan, maupun menyewakan objek jaminan tanpa adanya

persetujuan tertulis dari kreditur terlebih dahulu. Pengaturan ini

* Semuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta & ﬂah Selfi Kuahati,
“Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan
Tanpa Sepengetahuan Kreditur, ” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2, 2023, hlm. 149.

3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 1999
Nomor 168, TLNRI Nomor 3889, Pasal 23 ayat (2).




dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat secara fisik
benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur,
sementara hak jaminan secara yuridis melekat pada kreditur. Apabila
pengalihan dilakukan tanpa persetujuan tertulis, tindakan tersebut
berpotensi merugikan kreditur serta dapat mengganggu kedudukan hak
preferen yang melekat pada jaminan fidusia. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa objek jaminan fidusia bukan merupakan benda yang
dapat dialihkan secara bebas, melainkan benda yang telah dibebani hak
kebendaan tertentu yang harus dihormati. Hal ini penting untuk menjaga
stabilitas, kepastian, dan keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan
kreditur.®

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, ketentuan Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
sering kali dilanggar melalui praktik pengalihan di bawah tangan tanpa
persetujuan tertulis dari kreditur. Pihak ketiga tersebut melanjutkan
pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan sehingga secara
faktual kredit tetap berjalan dan tidak mengalami tunggakan, kondisi ini
menimbulkan persepsi bahwa selama kredit tetap dibayar, maka tidak
terdapat permasalahan hukum. Padahal secara normatif, tindakan pengalihan
tanpa persetujuan tertulis tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat
(2). Secara praktis, tindakan tersebut menimbulkan risiko hukum bagi

debitur maupun pihak yang menerima pengalihan karena objek jaminan

secara yuridis masih dibebani hak fidusia yang telah didaftarkan. Apabila

5 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2017,
hlm. 78-80.




terjadi wanprestasi, kreditur tetap berhak mengeksekusi objek jaminan
berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia.
Hal i menunjukkan bahwa meskipun secara faktual kredit tetap dibayar
oleh pihak ketiga, secara hukum kedudukan kreditur tetap harus dilindungi
demi menjamin kepastian hukum dan kekuatan eksekusi hak jaminan
tersebut.’

Kondisi tersebut menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa selama
kewajiban pembayaran kredit tetap dilaksanakan, maka pengalihan objek
jaminan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Padahal, secara normatif
tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 aya(2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tetap merupakan pelanggaran terhadap
etentuan hukum yang berlaku, meskipun secara faktual pembayaran kredit
tetap berjalan. ;

Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang
terjadi di masyarakat menunjukan adanya kesenjangan (gap) antara norma
dan realitas. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum, baik bagi kreditur, debitur, maupun pihak ketiga yang menerima
pengalihan. Di satu sisi, ketentuan hukum telah mengatur secara tegas
larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur, namun di sisi lain praktik

tersebut tetap berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa di

masyarakat.

7 Ibid,. Him.111-113




2
Permasalahan ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan kredit

kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur bukan hanya persoalan
administratif semata, melainkan menyangkut aspek kepastian hukum,
perlindungan hukum, serta keadilan bagi para hak. Oleh karena itu,
diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam untuk memahami
bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum
yang timbul dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
kreditur.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis
bagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) seharusnya dipahami dan diterapkan
dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini akan
menitikberatkan pada analisis normatif terhadap larangan pengalihan objek
jaminan tanpa persetujuan tertulis serta implikasi hukumnya dalam sistem
hukum jaminan kebendaan di Indonesia. nelitian ini penting dilakukan
untuk menganalisis secara yuridis pengalihan kredit kendaraan bermotor
tanpa persetujuan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian
tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, terdapat
kesenjangan antara ketentuan normatif ndang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia dengan realitas di lapangan yang
menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
tertulis dari kreditur masih sering terjadi.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan

1
normatif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu,




diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis pengaturan hukum serta
akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
kreditur. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan

yang memerlukan penyelesaian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat

judul penelitian skripsi “njauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek

Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor npa Persetujuan

Kreditur Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi
rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2)
ndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan hukum terkait larangan
pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.




2.

5
Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik pengalihan

jaminan fidusia kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur

berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dibarapkan dapat bermanfaat untuk keperluan

akademis bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna

3

untuk keperluan praktis bagi para penegak hukum.

1.

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam peraturan dan
akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan

4
kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

jaminan fidusia.

. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan ilmu

hukum khususnya hukum perdata, sebagai referensi bagi pembaca dan
juga untuk mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan

kreditur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum

dan sengketa di kemudian hari.




E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, terbagi menjadi dua bentuk, yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan

permasalahan atau sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui penerapan

sanksi terhadap pihak yang melanggar, guna mengembalikan keadaan

E
hukum seperti semula. Jenis perlindungan ini umumnya dilakukan melalui

proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat

preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu pelanggaran atau
sengketa sebelum terjadi. Secara umum, perlindungan hukum dapat
dipahami sebagai upaya memberikan jaminan kepada subjek hukum
melalui perangkat peraturan yang berfungsi baik secara preventif maupun
represif. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi
utama hukum itu sendiri, yaitu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan.’

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk
pengakuan dan penghormatan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi
manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan kentuan
peraturan Undang-Undang guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-
wenang. Hadjon membedakan perlindung hukum menjadi dua bentuk,
yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

? Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar HEZE) hisulistyawati, “Perlindungan Hukum

bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan,” Jurnal Privat
Law 8, no. 1,2020, him.148.




1) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan di mana
7

masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau
keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final,
dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa.

2) Perlindungan hukum represif merupakan rlindungan yang diberikan
setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, daberfungsi untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut serta memulihkan keadaan
hukum seperti semula."’

Menurut analisi saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan
preventif melalui kejelasan hak dan kewajiban serta perlindungan represif
melalui penyelesaian sengketa sesuai hukum. Pihak Kedua (Kreditur)
Mendapat perlindungan melalui sal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan
upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat
perlindungan apabila pengalihan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika tanpa
persetujuan kreditur, perlindungannya terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo berangkat dari pemikiran mengenai tujuan
hukum ng dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan
hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan yang ernberikan
perlindungan sekaligus pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan
tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk

menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Berdasarkan

konsep tersebut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum

' Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina
Ilmu, 1987, hlm. 25-30.
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sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan oleh pihak lain, serta menjamin agar setia individu dapat
menikmati hak-hak g telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum
menurut Satjipto tidak hanya bersifat represif ketika pelanggaran terjadi,
tetapi juga bersifat preventif agar masyarakat merasa aman dalam
menjalankan aktivitasnya tanpa takut hak-haknya dilanggar. Menurut
analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan agar haknya
tetap terpenuhi selama melaksanakan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur)
Mendapat perlindungan untuk menjaga hak atas objek jaminan fidusia. Pihak
Ketiga Mendapat perlindungan agar memperoleh kepastian atas hak melalui
pengalihan yang sah.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk
upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan
untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara lahir maupun
batin, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, maupun tindakan yang
dapat merugikan hak-hak mereka.'' Menurut analisis saya Pihak Pertama
(Debitur)

Mendapat perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian.
Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan hukum atas haknya sebagai
penerima jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan hukum
apabila memperoleh hak melalui prosedur yang sah.

Sementara itu, menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai
suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan
ElDcny Sulistyorini & Mokhamad Khoirul Huda®erlindung an Hukum Rumah Sakit

Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN,” Yustisia Merdeka, Jurnal Imiah
Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 49-50.
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sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Lebih jauh, Setiono menegaskan bahwa fungsi utama dari
perlindungan hukum adalah tuk mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman dalam masyarakat, sehingga manusia dapat hidup dengan
damai dan tetap menikmati harkat serta martabatnya sebagai makhluk yang
bermartabat."”> Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat
perlindungan dari tindakan sewenang-wenang selama memenuhi
kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan terhadap
pelanggaran hak atas objek jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat
perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan kepastian atas hak yang
diperolehnya secara sah.
2. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum,
karena tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu ciri
utama yang ak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum, khususnya
dalam penerapan norma-norma hukum tertulis.”* Menurut Utrecht, konsep
kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang
bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk mengetahui tindakan
apa yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian
hukum memberikan jaminan keamanan bagi individu dari tindakan

sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang jelas,

2 Ira Widya Rahmah, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019. é

3 Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Pene gakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala
Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 388.
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seseorang dapat memahami batas-batas apa saja yang boleh dikenakan atau

lakukan oleh negara terhadap dirinya.'

Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat kepastian
mengenai hak dan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat kepastian
atas haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Ketiga
Mendapat kepastian bahwa pengalihan kendaraan dilakukan melalui prosedur
yang sah.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dipahami sebagai
suatu kondisi di mana terdapat jaminan bahwa hukum dapat berfungsi
secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktiknya. Kepastian
hukum tersebut akan tercapai apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah
diakses, yang diterbitkan serta diakui oleh otoritas negara.

2) Lembaga pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan menerapkan
aturan hukum tersebut secara konsisten, serta tunduk pada ketentuan
yang sama.

3) Masyarakat pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka agar
selaras dengan aturan yang berlaku.

4) Hakim atau lembaga peradilan yang independen menerapkan hukum
secara konsisten ketika memutus sengketa hukum.

5) Putusan pengadilanang telah ditetapkan dilaksanakan secara nyata.15
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari

keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak

¥ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Hukum,
Pustaka Reka Cipta, 2020, hIm. 27.
= Soeroso, Pengantar llmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 59.
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hukum yang terkadang bertindak secara arogan dalam menjalankan
tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami
dengan jelas hak dan kewajibannya menurut ketentuan hukum yang
berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami
kebingungan dalam menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau

3
dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diwujudkan

melalui peraturan perundang-undang yang baik, jelas, dan dapat
diterapkan secara konsisten agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam
masyarakat.16 Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Wajib
mematuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pihak Kedua
(Kreditur) Mendapat kepastian bahwa haknya dapat ditegakkan apabila
terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat kepastian mengenai status
hukum melalui pengalihan yang sah.
F. Kerangka Konseptual
Menghindari kesalahpahaman penafsiran pada judul penelitian ini,
maka dianggap rlu adanya penjabaran definisi judul ini sebagai berikut :
1. Tinjavan yuridis adalah suatu cara menelaah atau mengkaji suatu
permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun
putusan pengadilan.' ’
2. Pengalihan kredit adalah suatu proses di mana sisa kewajiban

pembayaran kredit dari seorang debitur dialihkan dan diambil alih oleh

debitur lain, apabila objek kredit dibebani jaminan fidusia, maka

'6 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar
Grafika, Edisi Kedua, Jak arta D06, him. 76.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 35.
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pengalihan tersebut harus tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur
larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur.'®

3. Persetujuan kreditur adalah suatu bentuk izin yang harus diberikan
secara tertulis oleh kreditur (penerima fidusia) kepada debitur atau
pihak lain sebelum debitur melakukan tindakan hukum yang berkaitan
dengan objek jaminan fidusia, seperti pengalihan, penggadaian, atau
penyewaan."”

4. Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas
benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas
benda tidak bergerak tertentu, yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Hak jaminan
tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan (preferen) kepada
penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan
demikian, walaupun secara faktual benda yang dijaminkan masih
berada dalam penguasaan debitur, secara hukum benda tcrsebtclah
dibebani hak kebendaan yang melekat pada kreditur sebagai pemegang
jzalminzam.20

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk

memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

67
' Rio Christiawan dan Januari Agung Saputera, Perkembanggdan Praktik Jaminan
Fidusia, Depok , Rajawali persada, 2022, hlm. 9
¥ Soe rjono Soekanto & Sri Mamudji, Peneliian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkm,ajaw;lli Pers, Jak arta, 2007, hlm. 57.
20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.
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sistematis.”’ Adapun metode penelitian yang digunakandalam pembahasan
proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif, hal ini dikarenakan peneliti mengambil bahan-bahan
kepustakaan sebagai data primer untuk menganalisis kasus dalam

penyusunan proposal skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif,

3
penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun
fenomena buatan manusia, yang dalam hal ini adalah terkait dengan
fenomena bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengalihan kredit

kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

22

Fidusia.

2) Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang

digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi -

3
a) Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini

7
adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, khususnya Pasal | angka 2, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36

yang berkaitan dengan jaminan fidusia, larangan pengalihan objek

*! Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Buku Panduan dan PedomanPenulisan
Skripsi Fakultas Hukun@laf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 13.

22 Fitri Wahyuni dan dkk, Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum
UNISI, Tembilahan, 2021, hlm. 13.

> Ibid,.hlm. 14.
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jaminan tanpa persetujuan kreditur, serta akibat hukum terhadap
pelanggaran ketentuan tersebut.

b) Data Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi
untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer yaitu: Buku-buku literatur, Jurnal/llmiah,
Skripsi, Tesis dan yang berkaitan dengan objek penelitian.

¢) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

H. Analisis Data

;
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara
menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum™. Tahapan
analisis dimulai dari pengolahan dan terakhir penyajian data. Penarikan

kesimpulan menggunakan deduktif >

* Ibid., hlm. 15
> Ibid..
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a
BAB II

TINJAUAN UMUM

A, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1313 Kitb Undang-Undang Hukum Perdata,

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*® Istilah perjanjian
atau persetujuan erupakan terjemahan dari kata overeenkomst. Perjanjian
dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang membuat
janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal tertentu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 tab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), persetujuan diartikan
sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”” Perjanjian merupakan suatu
hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah
satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban
tuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat
dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang
berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling mengikatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal tertentu **

Pada dasarnya, perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan yang diakui

serta dilindungi oleh hukum. Persetujuan ini memiliki peranan yang sangat

26 Sudarsono, Kamits Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.
TR Sube kti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1984, hlm,1.
24 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jak arta, 1987, hlm. 30
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penting dalam kegiatan usaha, karena menjadi landasan utama dalam

berbagai transaksi, seperti jual beli barang maupun tanah, pemberian kredit,
asuransi, pengangkutan, pendirian badan usaha, hingga hubungan

ketenagakerjaan.zg
Terkait dengan batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1313 KUH Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya

menilai bahwa rumusan tersebut masih memiliki kekurangan, bahkan
dianggap terlalu luas dan kurang lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena
ketentuan tersebut hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat
sepihak.m

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan

hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak untuk menimbulkan
akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek-subjek

hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi,

sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut

sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.”!

Dalam hukum
perjanjian, ketika suatu kesepakatan sudah memenuhi seluruh unsur dan
syarat yang ditentukan secara hukum, maka perjanjian itu mengikat para

pihak dan wajib dilaksanakan. Prinsipnya: “Setiap perjanjian yang dibuat

secara sah mengikat para pihak seperti undfmg-undang.”32

2. Syarat Sah Perjanjian

16
2"\gdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986 , hlm. 92.
Py rw Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian Dari Undang-Und, . Mandar Maju, Bandung, 1994, him 44,
A Sudikno, Ilmu Hukum,Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.29.
32 Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian
dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat.

1) Kesepakatan, yaitu adanya persetujuan dari para pihak yang
mengikatkan diri. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus
memiliki kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian, baik
dinyatakan secara tegas maupun cara tidak langsung. Oleh karena itu,
perjanjian menjadi tidak sah apabila dibuat berdasarkan adanya unsur
paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2) Kecakapan, yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan
hukum, hususnya dalam membuat perjanjian. Pada prinsipnya, setiap
orang dianggap cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian,
kecuali bagi reka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak
memiliki kecakapan tersebut.”

Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat
perjanjian meliputi:

a. Orang yang belum dewasa

b. Orang yang berada di bawah pengampuan

c. Perempuan yang telah menikah.**

3) Suatu Hal Tertentu
Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan hal tertentu adalah objek
perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu perjanjian harus
memuat objek yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Selain itu, hanya

-
™ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

* R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi
Hukum), Alumni, Bandung, 1999, hlm. 12.
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4)

barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai
objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata. leh
karena itu, objek perjanjian harus memiliki kejelasan, misalnya terkait
keberadaan barang, atau dalam hal jual beli tanah harus ditentukan secara
rinci mengenai luas dan letaknya.

Sebab yang Halal

Pada dasarnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan isi
apa pun. Namun, kebebasan ersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa isi
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, maupun norma kesusilaan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif, yang
berarti seluruh syarat harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak

terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut

hukum. ™

Akibat Suatu Perjanjian

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah

sebagai berikut:

1.

Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mencerminkan asas pacta sunt

servanda (janji harus ditepati).

. Perjanjian pada prinsipnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang

membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata. Namun demikian,

3 Pasal 1335 KU HPerdata
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dalam keadaan tertentu, perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum
bagi pihak ketiga apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari perjanjian
yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH
Perdata.

. perjanjian dapat diakhiri secara sepihak apabila terdapat alasan-alasan
yang dibenarkan eh undang-undang, seperti yang diatur dalam
beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1571, Pasal 1572,
Pasal 1649, dan Pasal 1813.

. Perjanjian dapat memuat ketentuan yang emberikan manfaat bagi pihak
ketiga, yang dikenal sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga.

. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, sehingga para pihak
wajib menjalankan isi perjanjian secara jujur dan patut.

. Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas
diperjanjikan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, maupun undang-
undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

. hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap lazim dapat dianggap secara
implisit menjadi bagian dari perjanjian, sebagaimana Pasal 1347 KUH

Perdata.’®

3 R, Soeroso, Op. Cit,. hlm 19,20 23.
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Hubungan Hukum Dalam Perjanjian
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat

hukum serta memperoleh perlindungan dari hukum atau Ec':raturan
perundang-undangan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya secara sukarela, maka pihak lainnya dapat menuntut
pemenuhan tersebut melalui jalur pengadilan. Dalam suatu perjanjian yang
telah disepakati, para pihak terikat dalam ubungan hukum yang wajib
dipatuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan tersebut melahirkan hak dan

kewajiban bagi para pihak, di mana masing-masing memiliki hak untuk

menuntut dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan
demikian, tidak akan ada ikatan yang mengikat seseorang tanpa adanya
kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dari hubungan
hukum ini kemudian timbul tanggung jawab para pihak dalam
melaksanakan isi perjanjian.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap
pihak lain, yang harus wujudkan melalui suatu proses pemenuhan
prestasi. Hasil dari pelaksanaan tersebut dapat berupa terpenuhinya hak
pihak lain secara sempurna maupun tidak sempurna. Pemenuhan dikatakan
sempurna apabila kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang
diperjanjikan, sehingga pihak lain memperoleh haknya secara utuh tanpa
menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, pemenuhan yang tidak sempurna
terjadi apabila kewajiban dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya,

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kondisi tersebut,

muncul persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas
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kerugian yang terjadi, baik itu debitur maupun kreditur, atau pihak pemberi
maupun penerima jasa. Melalui mekanisme pertanggungjawaban ini,
diharapkan hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan sebagaimana
mestinya. Apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan
prestasinya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar
janji.”!
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid dan
zekerheidsrecht, yang merujuk pada hukum jaminan atau hak jaminan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai
tanggungan ng diberikan atas suatu pinjaman yang diterima.*® Jaminan,
yang juga sering disebut sebagai agunan, merupakan harta kekayaan milik
debitur maupun pihak ketiga yang diserahkan sebagai alat pelunasan
apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Selain itu,
jaminan juga mencerminkan keyakinan pihak bank terhadap kemampuan
debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepa]-:ati.39

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, agunan adalah jaminan
tambahan vyang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka

memperoleh fasilitas kredit. Dalam kegiatan pembiayaan, jaminan memiliki

dua fungsi utama, yaitu:

7 Rakoff, Todd D. "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction." Harvard Law
Review, Vol. 96, No. 6, 1983, hlm. 1189.

?R Suharso dan A@ctmning sth, Op. Cit, hl 199.
¥ Rinda Asytwti, Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah  di
Indonesia, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015, hlm.135.
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a. Sebagai sarana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi, yang
akukan dengan cara menjual atau mencairkan objek jaminan tersebut.
b. Sebagai dasar penentuan besaran pembiayaan yang dapat diberikan
kepada debitur, di mana jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai
dari jaminan yang diserahkan.
Adapun jaminan yang ideal memiliki beberapa karakteristik, antara
lain:
1. Mampu mempermudah pihak debitur dalam memperoleh kredit atau
pembiayaan.
2. Tidak menghambat atau melemahkan kemampuan debitur dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu
maka mudah divangkan untuk melunasi hutang si debitur.
Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah
sebagai berikut :
1. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor dan lain-
lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit,
sertifikat saham dan lain-lainnya.*
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan

pemberian kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap

kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian

* 1bid . Hlm. 135.
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yang telah disepakati. Adapun pengertian jaminan menurut para ahli antara

lain sebagai berikut:

a. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, jaminan merupakan suatu bentuk
tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada
kreditur sebagai penjamin atas pelaksanaan kewajiban dalam suatu
perikatan.

b. Menurut Hartono Hadisoeprapto, jaminan adalah segala sesuatu yang
diserahkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur
akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan
timbul dari suatu hubungan perikatan.“

Berdasarkan wuraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan
merupakan suatu bentuk tanggungan yang memiliki nilai ekonomis, berupa
benda tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai
konsekuensi dari adanya hubungan hukum, baik dalam perjanjian utang
piutang maupun perjanjian lainnya. Dengan demikian, jaminan berfungsi
sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila terjadi
wanprestasi sebelum jatuh tempo berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991
tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan diartik sebagai keyakinan

pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya
sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Meskipun Kitab Undang-

5
Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit memberikan definisi

66.

*! Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jak arta, 2009, hlm.
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mengenai jaminan, pemahaman mengenai hal tersebut dapat ditelusuri

melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

a. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan
debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh
perikatan pribadinya.

b. Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut
menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, di mana hasil
penjualannya akan dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya
piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang
sah untuk mendahulukan kreditur tertentu >

1
Para sarjana hukum memberikan berbagai definisi mengenai hukum

jaminan, di antaranya sebagai berikut:

a. Menurut H. Salim HS, hukum jaminan merupakan keseluruhan norma
hukum yang mengatur hubungan antara pihak pemberi dan penerima
jaminan, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan jaminan guna
memperoleh fasilitas kredit.

b. Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu

tanggungan yang diserahkan oleh debitur maupun pihak ketiga kepada

kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.44

2 AS)’I‘]EIE Zaeni, & Kusumawati, Rahma. Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian
Berdasark an Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada,
2018. Hlm. 4.

* H Salim, HS, Perkembang an Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2021, hlm. 5.

* Mariam Darus Badrul Zaman Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hulkum Bisnis,
Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.
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¢. Menurut Indrawati Soewarso, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah
hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan
dalam kaitannya dengan pembebanan jamjn untuk memperoleh
fasilitas kredit.”

d. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan seperangkat
aturan hukum yang mengatur jaminan atas piutang kreditur terhadap
debitur.*®

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa hukum jaminan
cenderung leh menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan
kreditur. Namun demikian, pada hakikatnya hukum jaminan tidak hanya
erkaitan dengan kreditur semata, melainkan juga melibatkan debitur,
karena objek utama dalam hukum jaminan adalah benda yang dijadikan
jaminan oleh debitur. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa beberapa
pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya kaidah hukum di bidang jaminan Kaidah hukum dalam bidang
jaminan terdiri atas kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah
hukum tertulis merupakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, traktat, maupun yurisprudensi. Sementara itu,
kaidah hukum tidak tertulis adalah norma yang tumbuh, hidup, dan
berkembang dalam masyarakat.

2. Adanya pihak pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah

pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang menyerahkan objek

* Indrawati Soe warso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia,
Jakarta, 2002, hlm 9.

6] Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,
hlm.3.
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jaminan kepada pihak lain. Umumnya, pemberi jaminan adalah pihak
yang membutuhkan fasilitas kredit, yaitu debitur. Adapun penerima
jaminan adalah hak yang menerima jaminan tersebut, baik perorangan
maupun badan hukum. Biasanya, pihak ini merupakan lembaga yang
memberikan fasilitas kredit, yaitu kreditur.

3. Adanya objek jaminan Objek jaminan pada umumnya merupakan sesuatu
yang diserahkan kepada kreditur, yang dapat berupa jaminan materil
maupun imateril. Jaminan materil rkajtan dengan hak kebendaan,
sedangkan jaminan imateril merupakan jaminan yang tidak berwujud
kebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit Fasilitas kredit adalah dana atau pinjaman yang
menjadi dasar dilakukannya pembebanan jaminan. Dalam hal ini, debitur
memberikan jaminan dean tujuan untuk memperoleh dana atau
pinjaman tersebut.’’

Menurut A. Yudha Hernoko, klasifikasi lembaga jaminan dalam praktik

perbankan pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa golongan:

1. Jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok merupakan
jaminan ng memiliki keterkaitan langsung dengan fasilitas kredit yang
diberikan, seperti barang, proyek, atau piutang yang menjadi objek
pembiayaan. Sementara itu, jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak

berkaitan langsung dengan kredit tersebut, yang dapat berupa jaminan
kebendaan maupun jaminan perorangan. Selain itu, dikenal pula jaminan

umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbul karena ketentuan

*TH Salim, HS, Op. Cit, him. 1.
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undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur
menjadi jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama. Adapun
jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan secara khusus kepada
kreditur tertentu sehingga memberikan hak untuk didahulukan dalam
pelunasan utang.

. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan
berkaitan langsung dengan benda tertentu dan memberikan hak
kebendaan kepada kreditur, yang memiliki sifat mengikuti objeknya
(droit de suite), dapat dialihkan, memiliki prioritas, bersifat separatis
dalam kepailitan, serta berlaku terhadap siapa pun. Dalam hal ini,
kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Sebaliknya, jaminan
perorangan hanya mengikat pihak pemberi jaminan dan didasarkan pada
hubungan perjanjian, sejalan dengan asas pacta sunt servanda
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam sistem
hukum perdata Indonesia, penggolongan ini merupakan hal yang penting
karena berkaitan dengan aspek penyerahan (levering), daluwarsa
(verjaring), penguasaan (bezit), serta pembebanan jaminan.

. Jaminan dengan penguasaan benda dan tanpa penguasaan benda. Pada
jaminan dengan penguasaan, kreditur secara nyata menguasai objek
jaminan, seperti pada gadai dan hak retensi. Sedangkan pada jaminan

tanpa penguasaan, kreditur tidak menguasai benda secara fisik,
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melainkan hanya memiliki penguasaan secara yuridis melalui dokumen
kepemilikan*®
Pengaturan mengenai jaminan Fidusia di Indonesia terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
memberikan dasar hukum terhad hubungan antara debitur dan kreditur.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa objek jaminan tetap berada
dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis menjadi jaminan bagi
kreditur. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak debitu
dalam memperlakukan objek jaminan, termasuk dalam hal pengalihan
kepada pihak lain. ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan
Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis
dari penerima fidusia. Larangan ini beuan untuk menjaga kepastian
hukum serta melindungi hak kreditur atas objek jaminan. Oleh karena itu,
setiap tindakan pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan
kreditur dapat menimbulkan akibat hukum dan menjadi permasalahan
dalam praktik hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.w
C.Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia
1. Penertian Fidusia
Istilah “jaminan™ secara etimologis berasal dari kata jamin yang
mengandung arti tanggungan. Secara umum, jaminan diartikan sebagai
bentuk tanggung jawab atas seluruh perikatan yang dimiliki seseorang,
sedangkan jaminan khusus mengacu pada tanggungan terhadap perikatan

* A. Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersi Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 235-240.
+ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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tertentu saja. Jaminan khusus ini sering dikenal sebagai jaminan kebendaan,
dan salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Secara etimologis, fidusia
berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Konsep ini mencerminkan
adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada
asas saling percaya. Pemberi fidusia memiliki keyakinan bahwa penerima
fidusia akan mengembalikan hak milik atas bendyang dijaminkan setelah
kewajiban utangnya dilunasi. Sebaliknya, penerima fidusia juga menaruh
kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda
jaminan yang tetap berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, penerima
fidusia tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari

1
tindakan atau kelalaian pemberi fidusia terkait penggunaan maupun

pengalihan objek jaminan fidusia. 30

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda
yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut
tetap berada dalam penguasaan pemilik semula.”’ Konsep ini sebenarnya
telah dikenal sejak masa Romawi. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan
tersebut dikenal dengan istilah fiducia cum creditore contracta, yaitu suatu
perjanjikepercayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Adapun
bentuk jaminan fidusia sebagaimana dikenal saat ini, yaitu Fiduciare
Eigendomsoverdracht (FEO) atau pengalihan hak milik berdasarkan
kepercayaan, berkembang seiring dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2)

21
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai.

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta, RajaGrafind o Persada,
2007, hlm. 13.
! Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 te ntang Jaminan Fidusia.
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Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa benda yang dijaminkan tidak boleh
tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi gadai.”

Dalam praktik hukum Romawi kemudian dikenal adanya pembedaan
antara lembaga gadai dan hipotik. Pengaturan ini selanjutnya diadopsi
dalam sistem hukum Belanda yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek.
Seiring dengan berkembangnya kembali lembaga fidusia di Belanda,
pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam kaitannya
dengan jaminan, khususnya untuk hipotik, juga tetap dipertahankan.™
Objek fidusia pada awalnya dipersamakan dengan gadai, yaitu berupa
benda bergerak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari
ketentuan-ketentuan pembatas yang terdapat dalam lembaga gadai. Praktik
tersebut kemudian berkembang dan menjadi yurisprudensi yang tetap, baik
di Belanda maupun di donesia.j‘i

Menurut Tan Kamelo, sistem hukum di Indonesia memiliki keterkaitan
yang erat dengan sistem hukum Belanda, yang dipengaruhi oleh hubungan
historis melalui asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan prinsip
yang menjadi dasar diberlakukannya hukum Eropa, khususnya hukum
Belanda, kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda pada masa
kolonial. Hukum Belanda ndiri memiliki hubungan historis dengan
hukum Prancis, yang pada akhirnya juga dipengaruhi oleh hukum Romawi.

Dalam konteks jaminan fidusia, kedudukannya serupa dengan gadai, yaitu

2 Pasal 1152 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3 M. Yasir, Aspek Hukum J’nan Fidusia* (Legcmsperx of Fiduciary Guaranty),
SALAM (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, Vol. 3, 2016,
hlm 79.

* Tri Jata Avyu Prame s@e ngertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia,
https://www hukumonline .com/klinik/a/asas-konkordansi-1t5979a0202a993/, 2022, di akses
padatanggal 3 Maret 2026.
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sebagai perjanjian yang bersifat accessoir. Artinya, perjanjian fidusia
merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, biasanya
berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Undang-Undang Fidusia.>

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

y
Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia memiliki dasar hukum

yang bersifat berlapis, yang terdiri atas raturan perundang-undangan
sebagai sumber hukum utama, serta didukung oleh doktrin dan praktik
hukum. Sumber hukum tersebuberperan penting dalam memberikan
kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjamin efektivitas
pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.
a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
dang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
merupakan sumber hukum utama yang secara khusus mengatur lembaga
jaminan fidusia di Indonesia. Lahirnya wundang-undang ini
dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu lembaga jaminan yang
mampu memberikan kepastian hukum serta fleksibilitas dalam kegiatan
pembiayaan, khususnya terhadap benda bergerak yang tetap digunakan
oleh debitur. Sebelum berlakunya undang-undang ini, praktik fidusia di

Indonesia hanya didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan yang

berkembang dalam masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan

5 Tiar Ramon, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2016, hlm.
158- 159,
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ketidakpastian hukum. Dengan adanya undang-undang ini, pengaturan
mengenai jaminan fidusia menjadi lebih sistematis dan komprehensif.”

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan
ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus,
yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan
penguasaan secara fisik *’

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 merupakan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia ang secara khusus mengatur mengenai tata cara pendaftaran
jaminan fidusia. Keberadaan peraturan ini sangat penting karena
pendaftaran merupakan syarat utama bagi lahirnya jaminan fidusia yang
memiliki kekuatan ukum mengikat terhadap pihak ketiga. Dalam
sistem hukum jaminan fidusia, pendaftaran memiliki kaitan erat dengan
asas publisitas, yaitu suatu asas yang menghendaki agar suatu jaminan
kebendaan diumumkan kepada publik. Melalui mekanisme ini, pihak
ketiga dianggap mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan
fidusia, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai tata cara

3
pengajuan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima

* Undang-Undara Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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fidusia, kuasa, atau wakilnya melalui sistem elektronik yang disediakan

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses

pengajuan tersebut ada beberapa hal g perlu dilakukan:

1) Pemohon diwajibkan untuk mengisi data secara lengkap, yang
meliputi identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian
pokok, uraian mengenai objek jaminan fidusia, serta nilai penjaminan.

2) Setelah seluruh data diisi dengan benar dan lengkap, pemohon
diwajibkan ntuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini merupakan bagian
dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi syarat
administratif dalam proses pendaftaran.

3) Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memproses permohonan
tersebut dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
Sertifikat jaminan fidusia trsebut memiliki kekuatan hukum yang
sangat penting, karena di dalamnya tercantum irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan
kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan ini, kreditur
penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap
objek jaminan apabila debitur wanprestasi, tanpa harus elalui
putusan pengadilan terlebih dahulu.

Selain mengatur mengenai pendaftaran, peraturan ini juga mengatur
mengenai perubahan data jaminan fidusia. Perubahan sebut dapat

terjadi apabila terdapat perubahan terhadap objek jaminan, nilai

penjaminan, maupun data para pihak. Dalam hal ini, perubahan wajib
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didaftarkan kembali agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak
ketiga. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penghapusan
jaminan fidusia. Penghapusan dilakukan apabila utang yang dijamin
telah lunas, objek jaminan musnah, atau adanya sebab lain yang

menghapuskan jaminan fidusia. Penghapusan ini juga wajib didaftarkan

agar status jaminan fidusia menjadi jelas secara hukum. Dengan

7
demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak hanya

mengatur prosedur administratif semata, tetapi juga memiliki peran

penting dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, serta

perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia.™®

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu

sumber hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan
administrasi jaminan fidusia di Indonesia. Peraturan ini mengatur
mengenai jenis layanan serta besaran tarif yang dikenakan terhadap
berbagai pelayanan hukum, termasuk di dalamnya pelayanan yang
berkaitan dengan jaminan fidu sia.”

1) Keberadaan peraturan ini berkaitan erat dengan aspek administratif

yang menyertai proses pembebanan jaminan. Setiap tindakan hukum

27
3 P-craturan Pe merintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahura]S tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pe mbuatan Akta Jaminan Fidusia.
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N()rrm28 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
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dalam jaminan fidusia, seperti pendaftaran, perubahan data, maupun
penghapusan jaminan, tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis,
tetapi juga konsekuensi administratif berupa kewajiban pembayaran
sejumlah biaya kepada negara yang dikategorikan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

2) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam proses pendaftaran
jaminan fidusia, pemohon dikenakan biaya yang besarannya
ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang tercantum dalam akta
jaminan fidusia. Hal ini enunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
nilai ekonomis dari objek jaminan dengan besaran biaya yang harus
dibayarkan, sehingga mencerminkan asas proporsionalitas dalam
penentuan tarif PNBP.

3) dalam hal terjadi perubahan data jaminan fidusia, seperti perubahan
nilai penjaminan, perubahan objek jaminan, maupun perubahan
identitas para pihak, juga dikenakan biaya administratif. Kewajiban
ini enunjukkan bahwa setiap perubahan yang berimplikasi pada
status hukum jaminan fidusia harus tetap tercatat secara resmi dalam
sistem administrasi negara dan dikenai tarif sesuai etentuan yang
berlaku.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur mengenai
biaya yang dikenakan dalam proses penghapusan jaminan fidusia.
Penghapusan ini dilakukan apabila perikatan pokok telah berakhir,

84

misalnya karena utang telah dilunasi. Dengan dilakukannya

penghapusan yang tercatat secara resmi, maka status hukum objek
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jaminan menjadi kembali bebas dari beban fidusia, sehingga

memberikan kepastian hukum bagi pemilik benda maupun pihak

kf:tiga.60

Pengaturan mengenai PNBP dalam jaminan fidusia tidak hanya
bertujuan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai
instrumen untuk menciptakan tertib administrasi hukum. Dengan adanya

12

kewajiban pembayaran ini, setiap tindakan hukum dalam jaminan fidusia
terdokumentasi secara sistematis dalam sistem administrasi negara,

sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memiliki peran strategis

1
dalam mendukung pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya dalam aspek

administratif, karena memastikan bahwa setiap proses hukum ng
berkaitan dengan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020
tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun
2020 merupakan salah satu peraturan pelaksana yang memiliki peran
penting dalam mendukung sistem administrasi jaminan fidusia di
Indonesia, khususnya dalam hal akses dan permohonan data jaminan
fidusia. Peraturan ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap
sistem pelayanan fidusia yang sebelumnya telah berbasis elektronik,
o Lampiran Peraturan Pe merintah chubli@donesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Jenis da@iTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Huk um dan Hak Asasi Manusia.
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dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta

perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan ®'

Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan
proses pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan
akan akses informasi terhadap status suatu objek jaminan. Hal ini
menjadi penting, terutama bagi pihak ketiga yang ingin memastikan

7
apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. Oleh

karena itu, Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum ang jelas

mengenai tata cara permohonan data jaminan fidusia diantaranya:

1) Dalam peraturan ini diatur bahwa permohonan data jaminan fidusia
dapat dilakukan oleh masyarakat melalui sistem elektronik yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(AHU). Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi dengan
mengisi data tertentu yang diperlukan, seperti identitas pemohon
serta data objek yang ingin diketahui statusnya. Setelah melalui
proses verifikasi dan pembayaran biaya layanan sesuai etentuan
yang berlaku, sistem akan memberikan informasi terkait jaminan
fidusia yang dimohonkan.

2) Informasi yang dapat diakses melalui mekanisme ini meliputi antara
lain data mengenai nomor sertifikat jaminan fidusia, identitas para

pihak, uraian objek jaminan, serta status hukum jaminan tersebut.

Dengan adanya keterbukaan informasi ini, pihak ketiga dapat

' Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.
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memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan suatu perbuatan
hukum, seperti pembelian atau penerimaan jaminan atas suatu benda.
3) Pengaturan mengenai akses data ini juga berfungsi sebagai bentuk
perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi
kreditur, sistem ini memberikan jaminan bahwa objek yang
dijadikan agunan dapat diverifikasi status hukumnya. Sementara itu,
bagi debitur, adanya sistem pencatatan dan keterbukaan data dapat
mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh pihak lain.”*

Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tid hanya berfungsi sebagai aturan
administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung asas
transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem
jaminan fidusia di Indonesia.”’ Pengaturan ini menunjukkan bahwa
sistem jaminan fidusia i Indonesia tidak hanya menekankan aspek
pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menjamin keterbukaan
informasi sebagai bagian a:ri perlindungan hukum terhadap pihak
ketiga.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Sumber Hukum
Jaminan Fidusia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan

salah satu sumber hukum yang memiliki peran fundamental dalam sistem

jaminan fidusia di Indonesia. Meskipun tidak mengatur secara khusus

2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tcnﬂ Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pilmfl.

® Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 2.
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mengenai jaminan fidusia, KUH Perdata menjadi dasar hukum yang
melandasi hubungan perikatan antara para pihak, khususnya dalam
perjanjian utang-piutang yang menjadi dasar lahirnya jaminan fidusia.
Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan selalu didahului oleh suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok
tersebut umumnya berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang
antara debitur dan kreditur. leh karena itu, ketentuan dalam KUH Perdata
mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

a. KUH Perdata mengatur mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Ketentuan
mengenai wanprestasi ini menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut
pemenuhan prestasi atau melakukan tindakan hukum lainnya, termasuk
pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

b. KUH Perdata mengandung prinsip-prinsip umum dalam hukum
perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan
asas itikad baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasanalam pembentukan
dan pelaksanaan perjanjian fidusia, sehingga memberikan kerangka
hukum yang jelas dan sistematis bagi para pihak dalam menjalankan hak
dan kewajibannya.&

(5 ]

Dengan demikian, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit

mengatur mengenai jaminan fidusia, keberadaannya tetap memiliki peran

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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yang sangat penting sebagai dasar hukum umum yang mendukung dan
melandasi pelaksanaan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.
4. Objek Jaminan Fidusia
Objek jaminan fidusia pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang
dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian fidusia. Berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

1
Fidusia, yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang

dapat dimiliki dan dialihkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak
berwujud, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu yang
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.65

Dalam  menentukan suatu benda sebagai objek jaminan fidusia,
terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagerikut:
a. Benda yang dapat dimiliki
b. Benda yang dapat dialihkan
c. Bendaberwujud dan tidak berwujud o

5. Jenis-Jenis Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo dalam bukunya Hukum Jaminan Fidusia, objek
jaminan fidusia memiliki ruang lingkup yang luas. Objek sebut tidak
hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda
tidak berwujud serta benda yang akan ada di kemudian hari. al ini

menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat fleksibel dan mampu

menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dalam

masyarakat.
o3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

% Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Hukum Jaminan, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1983, hlm. 54.
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a. Benda Bergerak Berwujud
b. Benda Bergerak Tidak Berwujud
c. Benda Tidak Bergerak Tertentu
d. Bendayang Akan Ada di Kemudian Hari o
6. Sumber Hukum dari Doktrin dan Yurisprudensi

Selain peratun perundang-undangan, sumber hukum jaminan fidusia
jugaukung oleh doktrin dan yurisprudensi yang memiliki peran penting
dalam pengembangan dan penafsiran hukum. Doktrin merupakan pendapat
para sarjana atau ahli hukum yang memberikan penjelasan teoritis terhadap
suatu konsep hukum, sedangkan yurisprudensi merupakan putusan
pengadilan ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan
sebagai rujuk dalam penyelesaian perkara sé:rupa.68 Doktrin memiliki
peran yang signifikan, terutama dalam menjelaskan konsep dasar,
karakteristik, serta kedudukan jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum
jaminan kebendaan. Para ahli hukum memberikan pandangan mengenai
sifat fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen

kepada kreditur, namun tetap memungkinkan debitur untuk menguasai

objek jaminan®. Pendapat para ahli ini membantu dalam memahami

konstruksi hukum fidusia yang tidak secara eksplisit dijelaskan secara rinci
dalam peraturan perundang-undangan.ﬁg
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, praktik fidusia di Indonesia berkembang melalui

" Tan Kamelo.kum Jaminan Fidusia, Bauﬁ]g. Alumni, 2006, hlm. 70-75.

58 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hlm. 45. 3

% Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Y ogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 20.
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yurisprudensi. Pengadilan pada masa itu mengakui keberadaan fidusia
sebagai suatu lembaga jaminan yang sah berdasarkan kebutuhan praktik
bisnis, meskipun belum diatur secara tertulis dalam undang-undang. Oleh
karena itu, yurisprudensi memiliki peran historis dalam membentuk dan
mengakui eksistensi jaminan fidusia dalam stem hukum Indonesia.
Hingga saat ini, doktrin dan yurisprudensi tetap erfungsi sebagai sumber
hukum pelengkap yang membantu hakim dalam menafsirkan ketentuan
yang belum jelas atau belum diatur secara tegas dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, keduanya memiliki kontribusi
penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mengembangkan hukum
jaminan fidusiasuai dengan kebutuhan masyarakat.m

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar
hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berasal dari ndang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam
tab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksana, serta
yurisprudensi. Keseluruhan sumber hukum tersebut membentuk suatu
kerangka hukum yang terpadu, sehingga mampu memberikan kepastian
hukum sekaligus perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan
fidusia
Asas-Asas Jaminan Fidusia

Dalam hukum jaminan, termasuk jaminan fidusia, terdapat sejumlah

asas yang menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya.

Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memahami

"™ Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., him. 20
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karakteristik jaminan fidusia sekaligus memberikan arah dalam penerapan

ketentuan hukum yang berlaku, berikut asas-asas jaminan fidusia:

a. Asas kepercayaan (fiduciary). Asas ini tercermin dari adanya pengalihan
hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur yang didasarkan pada
kepercayaan, sementara penguasaan fisik atas benda tersebut tetap
berada pada debitur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum
antara debitur dan kreditur dilandasi oleh tingkat kepercayaan yang
tinggi, sehingga debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam
aktivitasnya sehari-hari I

b. Asas publisitas, yaitu asas yang menghendaki agar suatu jaminan
diketahui oleh umum melalui mekanisme pendaftaran. Dalam jaminan
fidusia, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada
instansi yang berwenang. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pihak
ketiga dianggap telah mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia,
sehingga memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya
s;»z:ngkf.:ta.-“‘3

c. Asas spesialitas, yaitu asas yang mengharuskan objek jaminan fidusia
ditentukan secara jelas dan terperinci. Objek jaminan harus dicantumkan
secara rinci dalam akta jaminan fidusia, baik mengenai jenis, jumlah,
maupun identitasnya. Asas ini bertujuan untuk menghindari

ketidakjelasan terkait objek jaminan serta melindungi kepentingan para

pihak.

"' 81 Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indone sia, hlm. 25.
7, Satrio, Hukum Jaminan: Hak Jaminan Ke bendaan, Op Cit., hlm. 45.
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19
d. Terdapat asas preferensi, yaitu asas yang memberikan kedudukan yang

2
diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan

kreditur lainnya. engan demikian, apabila debitur wanprestasi,
kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.
Asas ini menjadi salah satu keunggulan jaminan fidusia sebagai
lembaga jaminan kebendaan.

e. Asas droit de suite, yang menyatakan bahwa hak jaminan tetap
mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.
Artinya, apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain,
maka hak jaminan tetap melekat pada benda tersebut. Asas ini
memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap
terjaga meskipun terjadi peralihan objek jaminan.

f. Asas aksesoir, yaitu asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia
merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok.
Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia mengikuti perjanjian
utama, seperti perjanjian utang-piutang atau kredit. Apabila perjanjian
pokok tersebut berakhir, maka jaminan fidusia juga turut hapus.”
Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan

lembaga jaminan yang tidak hanya memiliki dasar hukum normatif, tetapi

juga didukung oleh prinsip-prinsip hukum ang memberikan keseimbangan

perlindungan antara debitur dan kreditur.

8. Pembebanan Jaminan Fidusia

" Subekti, Hukum Perjanjian, Op Cit., hlm. 60.
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Pembebanan jaminan fidusia merupakan tahap awal dalam
pembentukan jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian
pokok, seperti perjanjian kredit atau utang-piutang. Jaminan fidusia bersifat
aksesoir, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok
tersebut.”

Dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat
dalam bentuk akta notaris ang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta
ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memuat identitas para

pihak, data perjanjian pokok, uraian objek jaminan, serta nilai pf.:njaminan.?5

Ketentuan ini bertujuan ntuk memberikan kepastian hukum serta
perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pembebanan jaminan
fidusia juga mencerminkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara
yuridis dari bitur kepada kreditur, namun penguasaan fisik atas objek
tetap berada pada debitur. Hal ini menjadi ciri khas dari jaminan fidusia
dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya.-"6

Dengan demikian, pembebanan jaminan fidusia tidak hanya merupakan
formalitas hukum, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang
memberikan hak jaminan kepada kreditur atas objek tertentu.
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahap yang sangat penting

karena menentukan lahirnya jaminan fidusia secara sempurna. Tanpa adanya

?4 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 75.
"3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5.
7, Satrio, Hukum Jaminan, Op.Cit., hlm. 130.
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pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum terhadap

pihak ketiga.”

a. Pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya melalui
sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Dalam proses ini, pemohon wajib mengisi data secara
lengkap, termasuk identitas para pihak, objek jaminan, serta nilai
penjaminan.”®
b. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan biaya administrasi

dibayarkan, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat
ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan
kemudahan bagi kreditur am melakukan eksekusi apabila debitur
wanprestasi.’”

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidk hanya berfungsi
sebagai administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan asas
publisitas dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara debitur
dan kreditur.

10. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa sebab yang berkaitan

dengan berakhirnya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Salah

satu penyebab utama hapusnya jaminan fidusia adalah lunasnya utang yang

ﬂ%.lzmg-U ndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pend ElflElB] Jaminan Fidusia.

" Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.
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dijamin, sehingga perjanjian pokok sebagai dasar jaminan tersebut
berakhir.”

Selain itu, jaminan fidusia juga dapat hapus karena musnahnya objek
jaminan, yang menyebabkan tidak lagi terdapat benda yang dapat dijadikan
jaminan. Dalam hal ini, hapusnya jaminan fidusia terjadi secara hukum
karena objeknya tidak lagi ada.”

Hapusnya jaminan fidusia juga dapat terjadi karena pelepasan hak oleh
kreditur atau karena sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Setelah jaminan fidusia hapus, maka wajib dilakukan pencoretan
atau penghapusan dari daftar fidusia agar status hukum objek menjadi jelas

dan tidak lagi terikat sebagai jaminan.82

ngan demikian, pengaturan mengenai hapusnya jaminan fidusia
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa
tidak terjadi pembebanan ganda terhadap suatu objek yang sama.
D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum
1. Pengertian Pengalihan Kredit
Pengalihan kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang
menyebabkan berpindahnya hak dan/atau kewajiban dalam suatu perjanjian
kredit dari debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Dalam

praktiknya, pengalihan kredit sering dikenal dengan istilah over kredit,

yaitu suatu bentuk pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak

=
#a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 25.
i1 S()edewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indone sia, Op.Cit., hlm. 40.
#2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia.
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2
ketiga yang kemudian mengambil alih posisi debitur dalam hubungan

hukum tersebut.”

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan kredit tidak dapat
dilakukan secara bebas, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda).eh
karena itu, perubahan terhadap subjek dalam suatu perjanjian harus
memperoleh persetujuan dari pihak yang berkepentingan, khususnya
kreditur ebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam pelunasan
utang *

pengalihan kredit juga berkaitan erat dengan konsep pengalihan hak
dalam hukum perikatan, khususnya pengalihan piutang (cessie). Dalam hal
ini, pengalihan tidak hanya menyangkut perpindahan kewajiban, tetapi juga
perpindahan hak yang timbul dari suatu hubuan hukum. Oleh karena itu,
pengalihan kredit harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar
memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para
pihak *

Dengan demikian, pengalihan kredit pada dasarnya merupakan suatu
perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan perubahan subjek
hukum dalam suatu perjanjian, sehingga harus dilakukan secara hati-hati
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan

sengketa di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Pengalihan Kredit

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.
120.

8 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni,
2006, him. 50.

85 Mari am Darus Bad rulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit., hlm. 85.
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Dasar hukum pengalihan kredit dalam sistem hukum Indonesia dapat
ditemukan dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai
perikatan dan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pengalihan piutang (cessie) diatur dalam Pasal 613, yang menyatakan bahwa
pengalihan harus akukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan,
serta harus diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar memiliki
kekuatan hukum yang sah.”® Selain itu, ketentuan mengenai syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata juga njadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu
pengalihan kredit. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
perjanjian pengalihan kredit dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan ®*’

Dalam praktiknya, pengalihan kredit juga harus memperhatikan isi
perjanjian kredit itu sendiri, karena pada umumnya dalam perjanjian kredit
terdapat klausula yang melarang pengalihan tanpa persetujuan kreditur. al
ini menunjukkan bahwa pengalihan kredit tidak hanya tunduk pada hukum
perdata secara umum, tetapi juga pada ketentuan khusus yang disepakati
oleh 7para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, dasar hukum
pengalihan kredit tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga
harus diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pelanggaran

hukum.

Akibat Hukum Pengalihan Kredit

#a K'8} Undang-Undang Huk um Perdata, Pasal 613
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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7
Pengalihan kredit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum akan

mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban secara sah kepada pihak
yang menerima pengalihan. Namun, apabila pengalihan dilakukan tanpa
persetujuan kreditur, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang
merugikan. Salah satu akibat hukum yang timbul adalah terjadinya
wanprestasi, karena debitur telah melanggar perjanjian yang telah
disepakati. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian,
pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum
pe:rdata.SS

Selain itu, dalam konteks jaminan fidusia, pengalihan tanpa izin juga
dapat melanggar ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius, baik
secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, akibat hukum dari
pengalihan kredit sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-
syarat hukum yang berlaku, sehingga setiap bentuk pengalihan harus
dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan
demikian, konsekuensi hukum dari pengalihan kredit sangat ditentukan
oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena
itu, setiap proses pengalihan kredit harus dilaksanakan secara cermat dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor Terjadinya Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor

Pengalihan kredit kendaraan bermotor atau over kredit merupakan

suatu perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan kendaraan

8 Abdulk adir Muhammad, Op.Cit., hlm. 125,
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3
bermotor di masyarakat. Pengalihan tersebut dilakukan oleh debitur kepada

pihak ketiga dengan tujuan agar kewajiban pembayaran angsuran
dilanjutkan oleh pihak penerima pengalihan. Namun, dalam praktiknya
pengalihan kredit sering dilakukan tanpa persetujuan dari pihak kreditur
sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum *’

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan kredit
kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi. Debitur yang mengalami

1
kesulitan keuangan cenderung memilih mengalihkan kendaraan kepada

pihak laikarena tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan. Kondisi
ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan hidup yang meningkat, maupun
kehilangan pekerjaan sering menjadi alasan utama debitur melakukan over
kredit kendaraan bermotor.”

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga
menjadi penyebab terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan.
Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kendaraan yang berada
dalam penguasaan debitur dapat dialihkan secara bebas kepada pihak lain
meskipun kendaraan tersebut masih berada dalam status jaminan fidusia.
Padahal pengalihan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari kreditur
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.”'

Dengan demikian, faktor terjadinya pengalihan kredit kendaraan

bermotor dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman hukum

masyarakat, rumitnya prosedur administrasi, dan adanya hubungan

# Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 32.

 He rmansy ah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71

' Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung,
2004, hlm. 198.
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kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran
hukum masyarakat agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak.g2

Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur
merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan di
masyarakat. Pengalihan tersebut biasanya ilakukan oleh debitur kepada
pihak ketiga melalui perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan
perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal kendaraan bermotor yang
masih berada dalam masa kredit merupakan objek jaminan fidusia yang hak
jaminannya masih melekat pada kreditur sampai seluruh kewajiban debitur
dilunasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
ditegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa
persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun pihak

ké:tiga.g4

2 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di

Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 103.

145.

e Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.
3
i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada
dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ng telah diperjanjikan dalam
perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur memiliki
kewajiban untuk menjaga objek jaminan fidusia dan tidak memindah-
tangankan kendaraan tanpa izin dari pihak kreditur. Apabila ketentuan
tersebut dilanggar, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian
maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.”

Selain merugikan kreditur, pengalihan kendaraan bermotor tanpa
persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga
yang menerima pengalihan kendaraan tersebut. Dalam praktiknya, pihak
ketiga sering kali tidak mengetahui bahwa kendaraan yang diterimanya
masih terikat jaminan fidusia. Akibatnya, ketika debitur lalai melakukan
pembayaran angsuran, kendaraan tersebut dapat ditarik atau dieksekusi oleh
pihak kreditur.”

Pengalihan kredit secara di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur
juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena identitas debitur yang
tercatat pada perusahaan pembiayaan tetap atas nama debitur awal.ngan
demikian, segala kewajiban pembayaran angsuran maupun tanggung jawab
hukum tetap dibebankan kepada debitur yang terikat dalam perjanjian

pembiayaan awal. Oleh karena itu, pengalihan kredit kendaraan bermotor

seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi dengan persetujuan kreditur

% Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak vang Memberi
Kenikmatan, Ind-Hill Co, Jak arta, 2005, hlm. 76.
56 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 98.
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agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak

yang terlibat.”’

o Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2003,
hlm. 122.
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur
Pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditur (khususnya kendaraan bermotor)
merupakan bagian penting dalam siste hukum jaminan di Indonesia.
Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Pasal 23 ayat (2) yang
menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan
merupakan benda persediaan pa persetujuan tertulis dari penerima
fidusia.”® Ketentuan ini menjadi dasar normatif utama dalam menilai sah
atau tidaknya suatu tindakan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.
Secara konseptual, keberadaan larangan ini tidak dapat dilepaskan dari
karakteristik jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan yang
bersifat aksesoir. Artinya, jaminan fidusia melekat pada perjanjian pokok,
seperti perjanjian kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, setiap
tindakan terhadap objek jaminan harus selalu memperhatikan kepentingan
kreditur sebagai pihak ng memiliki hak jaminan atas objek tersebut.”
pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur tidak hanya melanggar

ketentuan undang-undang, tetapi juga melanggar hubungan hukum yang

telah disepakati dalam perjanjian.

3
8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
7, Satrio, Hukum Jaminan, Op.Cit, hlm. 145.
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Pembatasan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia juga berkaitan
dengan perlindungan terhadap hak kebendaan kreditur. Dalam hukum
jaminan, kreditur penerima fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak untuk
didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditur lainnya.
Hak ini hanya dapat dijalankan secara efektif apabila objek jaminan tetap
berada dalam pengawasan hukum kreditur. Oleh karena itu, apabila debitur
secara sepihak mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa izin,
maka hal tersebut dapat menghilangkan atau setidaknya mengganggu
pelaksanaan hak preferen tersebut.'™

Di sisi lain, ketentuan Pasal 23 ayat (2) perlu dipahami dalam
hubungannya dengan asas droit de suite, yaitu prinsip yang menyatakan
bahwa hak jaminan tetap mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda
tersebut beralih. Secara konseptual, asas ini ernberikan perlindungan
kepada kreditur, karena hak jaminan tidak hilang meskipun objek telah
dialihkan kepada pihak lain. arnun demikian, dalam praktik, pengalihan
yang dila](uan tanpa persetujuan kreditur tetap menimbulkan persoalan
hukum, ususnya terkait dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang
menerima pengalihan tersebut. Dalam banyak situasi, pihak ketiga tidak
mengetahui bahwa objek yang diperolehnya masih dibebani jaminan
fidusia, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari """

Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia ga

berkaitan erat dengan asas publisitas sebagai salah satu prinsip fundamental

dalam hukum jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk

1% Munir Fuad y, Hukum Jaminan Utang , Bandung , Citra Aditya Bakti, 2000, hIm. 90.
g Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indone sia, Op.Cit., ,hlm. 35.
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memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai status hukum
suatu benda. Dengan adanya pendaftaran tersebut, secara yuridis pihak
ketiga dianggap telah mengetahui bahwa objek tersebut telah dijadikan
jaminan fidusia. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan tanpa
persetujuan kreditur, maka secara hukum pihak ketiga tetap terikat pada
jaminan tersebut, meskipun dalam praktik sering terjadi kondisi di mana
pihak ketiga tidak miliki pengetahuan mengenai hal tersebut.'” Dalam
praktik pembiayaan kendaraan bermotor, pelanggaran terhadap ketentuan
mengenai pengalihan objek jaminan masih kerap terjadi, salah satunya
melalui mekanisme over kredit yang dilakukan secara tidak resmi atau di
bawah tangan. Kondisi ini umumnya terjadi ketika debitur menghadapi
kesulitan euangan, sehingga mengalihkan kendaraan kepada pihak lain
tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari kreditur. Padahal, dalam
perjanjian pembiayaan biasanya telah dicantumkan klausula yang secara
tegas melarang pengalihan tersebut tanpa izin kreditur. Tindakan demikian
tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
tetapi juga melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.'”

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, larangan pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga sejalan dengan asas pacta
sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara

sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, debitur

yang melakukan pengalihan tanpa persetujuan telah melanggar kewajiban

mf Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 te ntang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
103 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, RajaGrafindo
Persada, 2007, hlm. 120.
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kontraktualnya, sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut
pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi.'™

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan Pasal 23 ayat (2)
memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan represif. Secara
preventif, norma tersebut rtujuan untuk mencegah timbulnya tindakan
yang dapat merugikan pihak kreditor. Sementara itu, secara represif,
ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum apabila
terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
memiliki dampak praktis dalam menjaga stabilitas serta kepastian ukurn
dalam kegiatan pembiayaan. Dalam praktik hukum di Indonesia,
pelanggaran terhadap ketentuan ini kerap menjadi objek sengketa, baik
dalam ranah perdata maupun pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa
implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala,
terutama g berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum
masyarakat serta kurang optimalnya pengawasan dari pihak kreditor. Oleh

1
karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif

agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.
Dengan demikian, larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditor merupakan instrumen hukum yang penting dalam

memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor sekaligus menjamin
kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan. Ketentuan ini tidak hanya

2
dipahami sebagai bentuk larangan, melainkan juga sebagai mekanisme

104 Abdulkadir Mu hammad, Hukum Perikatan, Op.Cit., hlm. 130.
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perlindungan hukum yang memiliki dasar teoritis dan implementatif dalam
sistem hukum Indonesia.'”

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,
pengaturan mengenai jaminan fidusia juga tidak terlepas dari sistem hukum
jaminan secara umum yang berkembang dalam hukum perdata di Indonesia.
Dalam hal ini, jaminan fidusia merupakan bentuk perkembangan dari
lembaga jaminan tradisional yang memberikan kemudahan kepada debitur
untuk tetap menguasai objek jaminan, sekaligus tetap memberikan
perlindungan hukum bagi kreditor.'®

Larangan untuk mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor
merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan antara penguasaan
secara fisik dan kepemilikan secara yuridis. Meskipun debitur tetap
menguasai benda yang dijaminkan, hak kepemilikan secara hukum telah

dibatasi oleh adanya hak jaminan fidusia. Oleh karena itu, setiap tindakan

pengalihan ang dilakukan tanpa persetujuan kreditor dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan debitur.'"”
Apabila ditinjau dari perspektif hukum benda, jaminan fidusia memberikan
hak kebendaan kepada kreditor yang bersifat absolut. Hak tersebut tidak
hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tapi juga memiliki kekuatan
mengikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan

terhadap objek jaminan tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut tidak

menghapuskan hak jaminan yang ada. Hak tersebut tetap melekat pada

"5 Munir Fuadyminan utang, Op.Cit,. hlm. 25.
106 S alim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,opcit., hlm. 112.

7 K artini Muljadi, Hak -Hak Kebendaan, Jak arta, Kencana, 2005, hlm. 78.
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benda yang dijaminkan, sehingga kreditor tetap berwenang untuk
melakukan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi.'”

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut kerap
menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang
memperoleh objek jaminan. Pihak ketiga yang beritikad baik sering kali
tidak mengetahui bahwa benda yang diterimanya masih menjadi objek
jaminan fidusia. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertentangan antara
perlindungan hukum bagi kreditor dengan perlindungan terhadap pihak
ketiga yang beritikad baik.'” Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
keberadaan sistem pendaftaran jaminan fidusia memiliki peranan yang
sangat penting. Melalui mekanisme pendaftaran, informasi mengenai status
suatu objek jaminan dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga pihak ketiga
dapat memastikan apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau
belum. ngan demikian, pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai
pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen
perlindungan hukum bagi para pihak yang bf:rkf:l:uf:ntingan.110

Ditinjau dari perspektif Law and Economics, larangan pengalihan objek
jaminan tanpa persetujuan kreditor beuan untuk menjaga kestabilan
dalam sistem pembiayaan. Apabila debitur diberikan keleluasaan untuk

mengalihkan objek jaminan tanpa adanya pengawasan, maka tingkat risiko

yang dihadapi kreditor akan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi

1% Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Jakarta, RajaGrafindo
Persada, 2000, hlm. 45.

19 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233—-1456 BW, Jakarta,
RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 150.

" Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia.
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menimbulkan konsekuensi berupa kenaikan biaya pembiayaan, baik
melalui peningkatan suku bunga maupun pengetatan persyaratan pemberian
kredit.'"

Dalam praktik peradilan, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditor kerap menjadi sumber sengketa. Pengadilan pada
umumnya menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan serta isi perjanjian yang telah
disepakati para pihak. Oleh karena itu, dalam berbagai putusan, pengadilan

cenderung memberikan perlindungan hukum kepada kreditor sebagai pihak

Kecenderungan

2

yang dirugikan akibat perbuatan debitur tersebut."
pengadilan dalam memberikan pcrlndungan kepada kreditor pada dasarnya
dilandasi oleh pertimbangan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen
hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan utang. Dalam
konteks ini, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditor tidak
hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tentuan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga dipandang dapat merusak kepercayaan
dalam hubungan pembiayaan. leh karena itu, dalam memutus perkara,
hakim pada umumnya menempatkan kreditor sebagai pihak yang perlu
memperoleh perlindungan guna menjaga kestabilan transaksi keuangan.'"
Selanjutnya, dalam praktik pembuktian di pengadilan, keberadaan

sertifikat jaminan fidusia memegang peranan yang sangat penting. Sertifikat

tersebut merupakan bukti bahwa suatu benda telah dibebani dengan hak

210.

"' Richard A. Posne r, Economic Analysis of Law, New York: Aspen Pu, blisher, hlm.

2 . - . . - - - - .
"2 putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa jaminan fidusia, diakses melalui

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

'3 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang , Op.Cit,. hlm. 95.
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jaminan fidusia serta telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian, keberadaan sertifikat tersebut memberikan

kekuatan pembuktian yang lebih kuat bagi kreditor dalam menegaskan

1 Pengaturan hukum tidak hanya berfungsi

sebagai sarana pengendalian, tetapi juga memiliki peran edukatif bagi

haknya atas objek jaminan. '

masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang memadai mengenai akibat
hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor,
masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan setiap
transaksi. Selanjutnya, dari perspektif sistem hukum, larangan pengalihan
objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor mencerminkan adanya
upaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak”j.

Di satu sisi, debitur berikan kepercayaan untuk menguasai serta
memanfaatkan objek jaminan, namun di sisi lain, kewenangan tersebut
dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi kreditor. Pengawasan
terhadap objek jaminan menjadi semakin krusial. Banyak lembaga
pembiayaan kini menerapkan sistem pengawasan, termasuk rnanfaatan
teknologi digital untuk memantau keberadaan objek jaminan, seperti
kendaraan bermotor. al ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap
kreditor tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, tetapi juga
diukung oleh perkembangan praktik bisnis.""®

Pengaturan terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa

persetujuan kreditor juga berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi

yang kondusif. Kepastian hukum dalam perlindungan kreditor akan

"% peraturan Pefitdintah Nomor 21 Tahun 2015 te ntang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
S galim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit,. hlm. 118.
1% K artini Muljadi, Hak-Hak Kebendaan, Op.Cit,. hlm. 85.
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meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi.''” Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa pengaturan hukum tersebut memiliki peranan strategis, tidak hanya

sebagai norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga

31
keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian hukum bagi para

pihak dalam hubungan pembiayaan.' 18

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang diberikan
oleh hukum tuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu
hubungan hukum. Dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor,
perlindungan hukum sangat diperlukan karena melibatkan beberapa pihak,
yaitu kreditur, debitur, dan pihak ketiga sebagai penerima pengalihan
kendaraan bermotor. Perlindungan timbulnya kerugian akibat pengalihan

19

kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia. ~ Menurut

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi
perlinduan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa,
sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa
apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Dalam pengalihan kredit

kendaraan bermotor, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan

melalui pengawasan perusahaan pembiayaan serta pemberian pemahaman

"7 1. Satrio, Hukum Jaminan, Op.Cit., hlm. 150.

18 Abdulkadir Mu hammad, Hukum @kamn, Op.Cit.,hlm. 135.

19 ST Kansil, Pengantar Iimu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1989, hlm. 102.
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hukum kepada masyarakat mengenai larangan pengalihan objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditur.'*

Bagi kreditur, perlindungan hukum diberikan melalui adanya hak
preferen dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia. Dengan
adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur memjlikkedudukan yang
diutamakan dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur melakukan
wanprestasi. erlindungan tersebut bertujuan menjamin pelunasan piutang
kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
perjanjian lz;e:mbiayaan.121 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 menegaskan bahwa Selain kreditur, debitur juga berhak
memperoleh  perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian
pembiayaan maupun eksekusi objek jaminan fidusia. Debitur berhak
memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh
menjadi pembiyaan maupun eksekusi objek jaminan fidusia. Debitur berhak
memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh
menjadi objek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak boleh dilakukan
secara paksa tanpa prosedur hukum yang benar.'” Perlindungan hukum
juga diperlukan bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan

bermotor. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali tidak mengetahui

bahwa kendaraan yang diterimanya masih menjadi objek jaminan fidusia.

2% Sudikno Mertok usumo, M\%enm’ Hukum Suatu Pengantar, Libe r%Y{)gyakarta.

2005, hlm. 39.

121 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Suralba?ra, 1987, hlm. 2.

145.

2 8 Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayu Media, Malang, 2007, hlm.
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Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga apabila
kendaraan sewaktu-waktu dieksekusi oleh kreditur akibat debitur lalai
memenuhi kf:v.:t»'ajibannya.123 Oleh karena itu, pihak ketiga perlu memastikan

status hukum kendaraan sebelum menerima pengalihan kredit kendaraan

bermotor. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak
dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor sangat penting guna

menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum tersebut tidak hanya diberikan kepada kreditur

sebagai penerima fidusia, tetapi juga kepada debitur dan pihak ketiga agar
hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi sesuai ketentuan

hukum yang berlaku.'**

Analisis Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa memperoleh

rsetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara fisik objek jaminan tetap
berada dalam penguasaan debitur, secara _hukum benda tersebut telah
dibebani hak jaminan yang memberikan perlindungan dan kedudukan
tertentu kepada kreditur sebagai penerima fidusia.' >

Pada dasarnya konsep jaminan fidusia dibangun atas dasar kepercayaan
antara debitur dan kreditur. Debitur tetap diberikan kesempatan untuk

3 47
2 Salim H.S.Em Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori gkum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, Raja GriZéido Persada, Jakarta, 283. hlm. 154.
124 Fence M. Wantu, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,
Pustaka Pel;le()g yakarta, 2011, hlm. 91.
13 Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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menggunakan benda yang dijadikan jaminan selama masa perjanjian
berlangsung, namun penggunaan tersebut tidak menghapus keterikatan
hukum atas benda tersebut. Oleh sebab itu, setiap tindakan hukum ng
dapat memengaruhi status kepemilikan atau penguasaan objek jaminan
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak kreditur.'*®

Dalam praktik di masyarakat, sering ditemukan pengalihan kendaraan
bermotor yang masih berada dalam status kredit epada pihak lain melalui
mekanisme yang dikenal sebagai over kredit di bawah tangan. Pengalihan
tersebut biasanya dilakukan dengan alasan pihak baru bersedia melanjutkan
pembayaran angsuran sampai lunas sehingga para pihak menganggap tidak
menimbulkan kerugian bagi kreditur. Namun apabila ditinjau dari sudut
pandang hukum jaminan fidusia, tindakan tersebut tetap tidak dapat
dibenarkan karena telah mengabaikan ketentuan mengenai persetujuan

5
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia.'?’

Secara yuridis, larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis tidak
hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi kreditur, tetapi
juga bertujuan menjaga kepastian hukum terhadap status objek jaminan.
Apabila debitur dapat secara bebas mengalihkan kendaraan yang menjadi
objek jaminan, maka keberadaan hak jaminan akan kehilangan fungsinya

sebagai alat perlindungan hukum bagi kreditur. Kondisi tersebut berpotensi

12 G unawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm. 55.
*" Ibid., hlm 59.
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menimbulkan sengketa mengenai siapa pihak yang berhak atas objek

tersebut apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi.'*
Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, ketentuan Pasal
23 ayat (2) memberikan batas yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh debitur selama perjanjian pembiayaan masih

43
berlangsung. Menurut teori kepastian hukum, hukum harus mampu
memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat sehingga setiap tindakan

yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang dapat diprediksi. Dalam

konteks ini, larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis menjadi bentuk

konkret kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam hubungan

. 2
pemblayaan.l‘g

Selain itu, apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum,

pengaturan tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum preventif.

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran
hukum sebelum menimbulkan kerugian. Persetujuan tertulis dari kreditur

merupakan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan
terhadap objek jaminan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan
demikian, Pasal 23 ayat (2) tidak semata-mata membatasi hak debitur, tetapi

juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur sebagai
pengguna kendaraan dan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak

* ' 130
Jaminan.

57

Y, mn HS, Perke mbangan Hr.rgm J’aman di Indonesia, Op. Cir., hlm. 21.

12 Ok sidelfa Y anto, Ne gara Hukum Kepastian, Keadilan dan Ke manfaatan Hukum,
Op. Cit., him. 27.

139 philipus M. Hadjon, Perlindung an Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Op. Cit.,hlm.

25-30.
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Dengan demikian, menurut analisis penulis, pengalihan kendaraan
bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa rsetujuan tertulis dari
kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Meskipun dalam praktiknya pembayaran angsuran tetap
berjalan, tindakan rscbut tetap dapat menimbulkan akibat hukum karena
melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan
serta mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 23 ayat (2) menjadi penting untuk
mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan
pembiayaan kendaraan bermotor.

Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor
Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada
dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan
bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
rtulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut bertujuan
memberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar objek jaminan
fidusia tetap berada dalam pengawasan kreditur sampai kewajiban debitur

- - 131
dilunasi.

Blund ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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Secara yuridis, kendaraan bermotor yang masih berada dalam masa
pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak jaminannya masih
melekat pada kreditur. leh karena itu, debitur dak memiliki kebebasan
sepenuhnya ntuk mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa
persetujuan kreditur. Pengalihan kendaraan bermotor secara di bawah
tangan tanpa persetujuan kreditur dapat dikategorikan sebagai bentuk
wanprestasi karena debitur melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah
disepakati sebelumnya."”” Dalam praktiknya, pengalihan kredit kendaraan
bermotor sering dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan antara debitur
dan pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan kepada perusahaan
pembiayaan. Tindakan rsebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena
identitas debitur dalam perjanjian pembiayaan tetap atas nama debitur awal,
sedangkan kendaraan telah dikuasai oleh pihak lain. Akibatnya, apabila
terjadi tunggakan pembayaran angsuran, pihak kreditur tetap menuntut
pertanggungjawaban Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan
kreditur juga dapat merugikan pihak ketiga yang menerima pengalihan
kendaraan tersebut. Pihak ketiga sering kali tidak memahami bahwa
kendaraan yang diterimanya masih menjadi objek jaminan fidusia sehingga
sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur apabila debitur melakukan
wanprestasi. ondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik over kredit di

bawah tangan tidak memberikan kepastian hukum maupun perlindungan

hukum bagi para pihak yang terlibat."*

132 . .
Rochmat Scemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco,

Bamdung, 1993, hlm. 88.
53 M. Natsir Asnawl, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, UIl Press,
Yogyakarta, 2013, hlm. 57.
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Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat dipahami bahwa pengalihan
kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan
yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta dapat
menimbulkan akibat hukum bagi debitur, kreditur, maupun pihak kctig
Oleh karena itu, pengalihan kredit kendaraan bermotor seharusnya
dilakukan melalui prosedur resmi dan mendapatkan persetujuan dari pihak
kreditur agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
seluruh pihak."*

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum pengalihan kendaraan
bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, penulis
berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah
memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai kedudukan objek
jaminan fidusia. Pengaturan tersebut tercermin dal Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas mengatur
hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum fidusia. Melalui
pengaturan tersebut, kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh
perlindungan hukum atas objek yang dijadikan jaminan, sedangkan debitur
tetap diberikan hak untuk menguasai dan menggunakan objek tersebut
selama memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.

Menurut penulis, keberadaan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang

diberikan kepada kreditur. Ketentuan tersebut melarang pemberi fidusia

3 Hendi Suhe ndi, Figh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 167.
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untuk mengalibkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Larangan tersebut
bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menjaga keberadaan dan
kepastian status hukum objek jaminan yang menjadi dasar perlindungan hak
kreditur. Apabila debitur diberikan kebebasan untuk mengalihkan objek
jaminan tanpa adanya persetujuan kreditur, maka fungsi jaminan fidusia
sebagai alat perlindungan hukum bagi kreditur akan kehilangan maknanya.
Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, pengalihan kendaraan
bermotor yang masih berada dalam status jaminan fidusia sering lakukan
melalui mekanisme over kredit di bawah tangan. Menurut analisis penulis,
fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum
yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat
yang menganggap bahwa kendaraan dapat dialihkan kepada pihak lain
selama angsuran tetap dibayarkan. Padahal secara hukum, objek tersebut
masih terikat dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur sehingga
tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa memenuhi prosedur yang telah
ditentukan.

Penulis berpendapat bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih
rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan
jaminan fidusia. Sebagian masyarakat lebih menitikberatkan pada aspek
ekonomi dan kemudahan transaksi dibandingkan dengan aspek kepastian
hukum. Akibatnya, praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa
persetujuan kreditur terus terjadi meskipun telah terdapat aturan yang secara

tegas melarang tindakan tersebut.

74




2
Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum

saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pemahaman hukum yang
memadai dari masyarakat sebagai subjek hukum. Selain itu, penulis
berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga memiliki tujuan untuk
menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kreditur
memperoleh kepastian hukum atas objek jaminan yang digunakan sebagai
jaminan pelunasan utang, sedangkan debitur memperoleh kepastian
mengenai batas-batas tindakan yang dapat dilakukan terhadap objek
tersebut. Dengan adanya keseimbangan tersebut, hubungan hukum yang
lahir dari perjanjian pembiayaan dapat berjalan secara tertib dan
memberikan perlindungan hukum pada seluruh pihak yang
berkepentingan.

Dari perspektif kepastian hukum, penulis menilai bahwa ketentuan
dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ernberikan pedoman yang
jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam
pengelolaan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, apabila terjadi
pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan
tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan ng tidak sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Kejelasan aturan tersebut menjadi penting untuk
mencegah timbulnya berbagai bentuk sengketa hukum yang dapat
merugikan para pihak. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut,

penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai pengalihan

kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
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kreditur pada dasarnya telah memadai untuk memberikan perlindungan
hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, efektivitas
pengaturan tersebut masih memerlukan dukungan berupa peningkatan
kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan aturan yang konsisten oleh
para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian,
tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat
terwujud secara optimal dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor

yang menggunakan jaminan fidusia.
Kesesuaian Praktik Over Kredit di Bawah Tangan dengan Ketentuan
Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pengalihan kendaraan bermotor
yang masih berada dalam status kredit kepada pihak lain melalui
mekanisme over kredit di bawah tangan merupakan suatu fenomena yang
cukup sering ditemukan. Praktik tersebut pada umumnya dilakukan dengan
cara debitur awal menyerahkan kendaraan kepada pihak lain disertai
kesepakatan bahwa pihak penerima akan melanjutkan pembayaran angsuran
sampai masa pembiayaan berakhir tanpa melalui prosedur resmi yang
ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam praktiknya, pengalihan
tersebut biasanya hanya dilakukan berdasarkan perjanjian sederhana,
kuitansi, ataupun kesepakatan lisan tanpa adanya perubahan identitas
debitur yang tercatat dalam dokumen pf:mbiayaan.135 Masyarakat pada
umumnya menganggap bahwa mekanisme over kredit di bawah tangan

merupakan langkah yang praktis dan tidak menimbulkan persoalan hukum

3% Gunawan Widjaja dan Ahmad Y ani, Jaminan Fidusia, Op. Cit., hlm. 70.
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selama kewajiban pembayaran angsuran tetap dilaksanakan secara rutin oleh
pihak penerima pengalihan. Anggapan tersebut muncul karena fokus utama
para pihak sering kali hanya diarahkan pada terpenuhinya kewajiban
pembayaran, sedangkan aspek legalitas pengalihan kurang mendapatkan
perhatian. Tidak sedikit pula masyarakat yang berpandangan bahwa
kendaraan yang secara fisik berada di tangan debitur memberikan
kebebasan kepada debitur untuk menyerahkan atau memindahkan
penguasaan kendaraan kepada pihak lain selama tidak mengganggu
pelunasan kredit.'*

Namun apabila dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif di
Indonesia, pandangan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam
sistem jaminan fidusia, penguasaan fisik terhadap objek jaminan tidak serta-
merta memberikan kebebasan mutlak kepada debitur ntuk melakukan
tindakan hukum atas objek tersebut. Walaupun kendaraan masih digunakan
dan dikuasai oleh debitur, secara yuridis kendaraan tersebut telah dibebani
hak jaminan yang memberikan perlindungan serta kedudukan hukum
tertentu kepada kreditur sebagai penerima fidusia.'*

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) ndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa pemberi fidusia
dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan

tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dari

rumusan norma tersebut dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya

'fﬁ H. Salim HS, Perke mbangan Hukum Jaminan di Indone sia, Op. Cit., hlm. 55.
7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op. Cit., hlm. 33.
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memperhatikan  keberlanjutan pembayaran angsuran, tetapi juga
memperhatikan legalitas tindakan pengalihan yang dilakukan terhadap
objek jaminan.m

Apabila dikaitkan dengan praktik over kredit di bawah tangan, maka
terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang berkembang di masyarakat
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik over kredit di bawah
tangan, unsur persetujuan tertulis dari kreditur pada umumnya tidak
dipenuhi. Padahal keberadaan persetujuan tersebut memiliki fungsi penting
untuk memastikan bahwa kreditur mengetahui perubahan penguasaan objek

jaminan dan dapat menilai kemampuan pihak pengganti dalam

melaksanakan kewajiban pembiayaan.wg

Ketidaksesuai tersebut juga dapat dilihat dari sudut hubungan hukum
para pihak. Dalam perjanjian pembiayaan yang dijamin dengan fidusia,
hubungan hukum secara formal tetap melekat pada debitur awal yang
tercantum dalam perjanjian. Akibatnya, meskipun pembayaran angsuran
dilakukan oleh pihak ketiga, secara hukum tanggung jawab terhadap
pemenuhan kewajiban tetap berada pada debitur awal sampai terdapat
persetujuan atau perubahan yang sah menurut ketentuan hukum ang
berlaku. Dengan demikian, apabila terjadi tunggakan pembayaran ataupun
sengketa, pihak yang tetap dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur
adalah debitur yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.® Selain itu,

praktik over kredit di bawah tangan juga menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi pihak penerima pengalihan. Meskipun pihak tersebut telah

1% Undang-Und ang Nomor 42 T@n 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
Y. Salim HS, Perkembang an Hukum Jaminan di Indonesia, Op. Cit,, hlm. 52.
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melakukan pembayaran angsuran selama periode tertentu, kedudukannya
secara hukum belum tentu diakui sebagai pihak yang memiliki hak terhadap
kendaraan apabila proses pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila di kemudian hari
kendaraan ditarik atau dilakukan eksekusi oleh kreditur karena secara
administratif dan hukum kendaraan masih terikat pada hubungan hukum
sebelumnya. Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum,
praktik over kredit di bawah tangan menunjukkan adanya kesenjangan
antara hukum sebagai norma dengan hukum dalam praktik masyarakat.
Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas serta penerapan yang
konsisten agar masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap
tindakan yang dilakukan. Ketika masyarakat mengabaikan prosedur hukum
ang telah ditentukan dan hanya berorientasi pada kesepakatan antar pihak,
maka tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dan perlindungan
hukum menjadi sulit tf.:rc:apai.140

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan Pasal 23 ayat (2)
sebenarnya tidak hanya dibuat untuk melindungi kepentingan ](redir,
tetapi juga memberikan perlindungan kepada debitur dan pihak ketiga.
Persetujuan tertulis dari kreditur dapat menjadi alat verifikasi terhadap
legalitas pengalihan sekaligus mencegah timbulnya sengketa mengenai
status kepemilikan dan tanggung jawab pembayaran di kemudian hari.

Dengan adanya prosedur tersebut, seluruh pihak memperoleh kepastian

mengenai kedudukan hukum masing-masing.

40 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan K emanfaatan Hukum,
Op. Cit., hlm. 76.
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Menurut analisis penulis, praktik over kredit di bawah tangan lahir

”
karena kebutuhan ekonomi dan kemudahan prosedural yang diinginkan

masyarakat. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum jaminan fidusia, praktik

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 apabila lakukan tanpa persetujuan tertulis dari
kreditur. Oleh karena itu, bentuk pengalihan yang lebih emberikan
perlindungan hukum adalah pengalihan melalui prosedur resmi yang
melibatkan persetujuan perusahaan pembiayaan sehingga status hukum
objek jaminan maupun para pihak menjadi jelas dan memperoleh kepastian
hukum.
Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian
Hukum rhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Dalam svatu hubungan hukum pembiayaan kendaraan bermotor yang
menggunakan jaminan fidusia, keberadaan aturan hukum tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak, tetapi juga sebagai instrumen
untu memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak serta
kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum antara debitur dan
kreditur dalam perjanjian pembiayaan melahirkan suatu akibat hukum yang
mengikat, sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan objek jaminan
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ¥ Apabila

dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka hukum memiliki fungsi

untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki

3
141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3).
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kepentingan dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks jaminan fidusia,
perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada kreditur sebagai
pemegang hak jaminan, tetapi juga kepada debitur dan pihak ketiga agar
masing-masing pihak memperoleh kejelasan mengenai kedudukan
hukumnya. Perlinduan tersebut diperlukan karena objek jaminan fidusia
secara fisik masih berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis
telah melekat hak kreditur sebagai penerima fidusia.'"

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilihat dari adanya
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut
berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang suaj dengan
ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya sifat droit
de suite dalam jaminan fidusia, yaitu hak jaminan yang tetap melekat
terhadap objeknya walaupun benda tersebut telah berpindah penguasaan
kepada pihak lain. Dengan adanya ketentuan rs‘-::but1 dapat dipahami
bahwa pengalihan kendaraan bermotor melalui over kredit di bawah tangan
tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara kreditur dengan objek
jaminan. Meskipun kendaraan telah berpindah penguasaan kepada pihak
ketiga, kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia tetap melekat terhadap

kendaraan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan

142 Satjipto Rahardjo, flmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.
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perlindungan kepada kreditur agar objek jaminan tidak kehilangan nilai
perlindungannya akibat tindakan sepihak dari debitur.'*

Selain perlindungan terhadap kreditur, teori perlindungan hukum juga
berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak penerima pengalihan. Dalam
praktik over kredit di bawah tangan, pihak ketiga sering kali hanya
berpegang pada kesepakatan dengan debitur awal tanpa mengetahui bahwa
kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. ondisi tersebut
menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum
dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena kedudukannya
belum memperoleh pengakuan secara hukum dari kreditur sebagai
pemegang hak jaminan, apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian
hukum, pengaturan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia
tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk upaya negara dalam
menciptakan kejelasan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum
menghendaki adanya aturan yang jelas mengenai tindakan yang
diperbolehkan maupun tindakan yang dilarang, sehingga setiap subjek
hukum dapat mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.m

tentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan yang tegas bahwa pemberi
fidusia tidak dapat secara bebas mengalihkan objek jaminan tanpa
persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Adanya batasan tersebu

menunjukkan bahwa hukum memberikan kepastian mengenai kewenangan

debitur terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Debitur tetap dapat

" Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 20.
144 Fence M. Wantu, “Anrinomi Dalam Pene gakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal
Berk ala Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 3, 2007, hlm. 388.
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menggunakan kendaraan tersebut, tetapi penggunaan tersebut tidak berarti
memberikan hak penuh untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak
lain tanpa prosedur hukum yang ditentukan."*

Dari perspektif kepastian hukum, praktik over kredit di bawah tangan
menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dengan kebiasaan
yang berkembang di masyarakat. Masyarakat sering menganggap bahwa
pembayaran angsuran yang tetap berjalan sudah cukup untuk membenarkan
pengalihan kendaraan. Namun secara hukum, pembayaran angsuran hanya
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran, sedangkan pengalihan
objek jaminan beitan dengan perubahan hubungan hukum yang
membutuhkan persetujuan pihak yang memiliki hak atas jaminan tersebut.
Oleh karena itu, persetujuan tertulis dari kreditur dalam Pasal 23 ayat (2)
memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengendalian hukum agar tidak
terjadi perubahan pihak yang menguasai objek jaminan secara sepihak.
Tanpa adanya persetujuan tersebut, akan terjadi ketidakjelasan mengenai
pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi, karena secara
administratif dan hukum debitur awal masih tercatat sebagai pihak yang
terikat dalam perjanjian pembiayaan.l‘m

Berdasarkan analisis penulis, penerapan teori perlindungan hukum dan
teori kepastian hukum menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia ah memberikan mekanisme perlindungan
terhadap para pihak. Namun permasalahan muncul ketika masyarakat
melakukan pengalihan kendaraan melalui mekanisme over kredit di bawah

143 Und;mg-nd angPabmor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

146 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Y og yakarta,
2007, him. 160.
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tangan tanpa memperhatikan prosedur hukum. Tindakan tersebut
menyebabkan berkurangnya kepastian hukum karena terdapat perbedaan
antara kondisi faktual di lapangan dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Dengan demikian, pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan

7
fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya berkaitan dengan

pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga berkaitan dengan

73
aspek perlindungan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan

pengalihan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
agar hak dan kewajiban seluruh pihak tetap terlindungi serta tidak

61
menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Akibat Hukum engalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak
kreditor menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang bersifat
kompleks, baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana. Hal scbut
terjadi karena perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar isi
perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditor. Oleh sebab itu,
akibat hukum yang timbul dari tindak tersebut perlu dikaji secara

menyeluruh guna memahami implikasi yang ditimbulkan bagi para pihak

yang terlibat.
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1.

Wanprestasi
Pengalihan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai objek jaminan

fidusia tanpa adanya persetujuan dari kreditor dalam perspektif hukum
perdata dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang dilakukan
oleh debitur. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian pembiayaan

kendaraan bermotor, pada umumnya terdapat klausula yang melarang

debitur untuk mengalihkan objek jaminan tanpa izin tertulis dari kreditor.

Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka hal itu
menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang
telah diperjanjikan.m

Secara yuridis, wanprestasi dapat diartikan sebagai kondisi ketika
debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perikatan, baik yang
bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dalam
hukum perdata di Indonesia, konsep wanprestasi berkaitan erat dengan
ketentuan dalam tab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur mengenai kelalaian
debitur serta kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai akibat tidak

dipenuhinya suatu perikatan.'"®

Dalam konteks pengalihan kendaraan
bermotor, wanprestasi tidak hanya terjadi ketika debitur lalai dalam
memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Wanprestasi juga dapat timbul
apabila debitur melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam

perjanjian, yakni mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa

persetujuan dari kreditor. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk

IJ'F"albekli, Hukum Perjanjian, Op.Cit,.hlm. 45.
48 K itab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243
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wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian justru
tidak diperbolehkan."’

Bentuk wanprestasi dalam pengalihan kendaraan bermotor dapat
diklasifikasikan e dalam beberapa kategori. Pertama, debitur sama sekali
tidak melaksanakan prestasinya, misalnya berhenti membayar angsuran
setelah kendaraan dialihkan gpada pihak lain. Kedua, debitur
melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang
diperjanjikan, seperti tetap melakukan pembayaran tetapi objek jaminan
telah berpindah tangan. Ketiga, debitur elakukan tindakan yang secara
tegas dilarang dalam perjanjian, yaitu mengalihkan kendaraan tanpa
persetujuan kreditor. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam
jaminan fidusia memiliki cakupan yang lebih kompleks dibandingkan
dengan wanprestasi pada umumnya."’

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, sering ditemukan
adanya pengalihan kredit (over kredit) yang dilakukan secara di bawah
tangan. Debitur menyerahkan kendaraan pada pihak ketiga tanpa
sepengetahuan atau persetujuan kreditor, kemudian pihak ketiga tersebut
melanjutkan pembayaran angsuran. Meskipun dalam praktik dianggap
sebagai pengalihan kredit, secara hukum tindakan tersebut tetap merupakan
pelanggaran terhadap perjanjian karena tidak dilakukan melalui prosedur

yang sah.””! Akibat hukum dari wanprestasi tersebut memberikan hak

kepada kreditor untuk menempuh berbagai upaya hukum. Berdasarkan

IR, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandu ng: Binacipta, hlm. 68.

150 Mari i@) arus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit,. hlm. 30.

5! Herlien Budiono, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Bandung: Citra
Aditya Bakti, hlm. 120.

86




ketentuan dalam KUH Perdata, kreditor dapat menuntut pelaksanaan
perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Bahkan, tuntutan
tersebut dapat diajukan secara bersamaan sesuai dengan kepentingan
kreditor.'” Dalam konteks jaminan fidusia, kedudukan kreditor menjadi
lebih kuat karena adanya hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan,
yaitu kendaraan bermotor. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya
menimbulkan akibat dalam ranah kontraktual, tetapi juga memberikan dasar
hukum bagi kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.
Hal ini enunjukkan bahwa wanprestasi dalam jaminan fidusia memiliki
konsekuensi ganda, yaitu sebagai pelanggaran perjanjian dan sebagai dasar
pelaksanaan hak jamjnan.153

Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor juga
berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor, baik berupa tidak
tertagihnya utang maupun hilangnya penguasaan terhadap objek jaminan.
Dalam beberapa kasus, kendaraan yang telah dialihkan bahkan sulit

ditemukan, sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi kreditor."**

Dalam
kondisi demikian, kreditor berhak menuntut ganti rugi yang meliputi biaya,
kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pemberian
ganti rugi ini merupakan bentuk rlindungan hukum bagi kreditor sebagai
pihak yang dirugikan akibat wanprestasi debitur. tindakan pengalihan

kendaraan tanpa persetujuan kreditor juga mencerminkan pelanggaran

terhadap asas itikad baik dalam perjanjian. Debitur yang melakukan

'Sf Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 jo. 1246.

153 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Ke pailitan, Jakarta, Grafiti, hlm. 85.

13 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas, Jakarta, K encana,
hlm. 210.
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pengalihan secara sepihak dapat dinilai tidak bertindak jujur serta tidak

155

menghormati kesepakatan yang telah dibuat. ~~ Hal ini bertentangan dengan

prinsip dasar hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak

melaksanakan perjanjian dengan itikad baik ">

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian_atau kealpaan
seseorang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditgntukan
dalam suwatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dengan
demikian, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur dapat
dianggap sebagai bentuk kelalaian debitur dalam memenuhi isi perjanjian
pembiayaan.ls-"

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa
tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun
memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam praktik over
kredit kendaraan bermotor, debitur tidak hanya melanggar isi perjanjian,
tetapi juga menghilangkan penguasaan objek jaminan fidusia dari
pengawasan kreditur sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak

kreditur.'™®

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi menimbulkan hak bagi pik
yang dirugikan untuk menuntﬁ pemenuhan perjanjian, pembatalan
perjanjian, maupun ganti rugi. Oleh karena itu, kreditur sebagai pihak yang
dirugikan akibat pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan dapat
melakukan tindakan hukum berupa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia

maupun penuntutan gana(erugian kepada debitur.™

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa
pengalihan kendaraan bermotor yang masih berada dalam status jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk wanprestasi karena

debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian

3
133 K itab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246.
1% Ridwan K hairandy, frikad Baik dalam Kontrak,Y og yakarta, FH UII Press, hlm. 55.
5TR . Sube kti, Hukum Perjanjian, Op.Cit,. hlm. 45.
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Op.Cit,. 20
159 M., Yahya Harahap, Segi-Se gi Hukum Perjanjian, Op.Cit,. hlm. 60.
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pembiayaan dan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan

demikian, pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia
tanpa persetujuan kreditor merupakan bentuk wanprestasi yang memiliki
implikasi hukum yang luas.

Tindakan tersebut tidak hanya memberikan hak kepada kreditor untuk
menuntut pemenuhan perjanjian dan ganti rugi, tetapi juga membuka
kemungkinan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan. Oleh karena
itu, kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi sangat penting dalam menjaga
kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan kendaraan bermotor.
Berdasarkan wraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan
kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
kreditur dapat dikategorik sebagai bentuk wanprestasi karena debitur
telah melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian
pembiayaan. Meskipun kendaraan elah dialihkan kepada pihak lai?,
hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap melekat sehingga
tanggung jawab debitur tidak hapus. eh karena itu, tindakan pengalihan

tersebut dapat menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan

kewajiban maupun pelaksanaan hak-haknya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
5
Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek hukum perdata,

perlu dicermati bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek
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jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor juga dapat menimbulkan
konsekuensi pidana sebagaimana diatur am Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain dapat dikategorikan
sebagai wanprestasi, tindakan pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi
objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor juga berpotensi
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terutama
apabila perbuatan debitur tidak hanya melanggar ketentuan dalam
perjanjian, tetapi juga menimbulkan kerugian yang berada di luar lingkup
hubungan kontraktual antara debitur dan kreditor.'™ Dalam stem hukum
perdata Indonesia, buatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365
Kib Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang pada
pokoknya menyatakan bahwa setiap tindak yang melanggar hukum dan
menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengakibatkan kewajiban bagi
pelaku untuk memberikan ganti rugi.161

Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi kreditor untuk
menuntut pertanggungjawaban debitur yang secara sepihak mengalihkan
objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan. Unsur-unsur dalam
perbuatan melawan hukum mencakup adanya atu perbuatan, sifat
melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara
perbuatan an kerugian tersebut.'®?

Dalam kaitannya dengan pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi

objek jaminan fidusia, pada umumnya seluruh unsur tersebut terpenuhi.

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
him. 145

1! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

152 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pascasarjana FH UI, hlm. 10.
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Tindakan pengalihan dilakukan secara sadar oleh debitur, bertentangan
dengan ketentuan hukum, menimbulkan kerugian bagi kreditor, serta
mjliki hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan akibatnya. Sifat
melawan hukum dalam hal ini tidak hanya ditentukan oleh pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran

31
terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, serta itikad baik dalam kehidupan

bermasyara](a. Oleh karena itu, meskipun pengalihan dilakukan tanpa
adanya paksaan, perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum karena merugikan kreditor sebagai pemegang
hak jaminan.163

Dalam praktik, pengalihan kendaraan bermotor sering terjadi melalui
mekanisme over kredit yang dilakukan secara tidak resmi. Debitur
menyerahkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor,
kemudian pihak ketiga melanjutkan pembayaran angsuran. Namun
demikian, karena tidak memperoleh persetujuan dari kreditor, tindakan
tersebut tetap dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi
menimbulkan tanggung jawab perdata.m pihak ketiga dalam kondisi
tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila pihak ketiga
mengetahui atau patut menduga bahwa kendaraan ersebut merupakan objek
jaminan fidusia, maka ia turut dapat dimintai pertanggungjawaban

berdasarkan prinsip itikad baik dalam setiap hubungan hukum.'®

' Munir Fuady , Perbuatan Me!@n Hukum, Op.Cit., hlm. 5.

'™ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti,
hlm. 220.

153 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Y ogyakarta, FH UII Press, hlm. 95.
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Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum ini dapat
berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi
hilangnya nilai objek jaminan, biaya penagihan, serta potensi tidak

tertagihnya utang. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan

terganggunya kepastian hukum dan menurunnya tingkat kepercayaan dalam

% Dalam kondisi demikian, kreditor berhak

4
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti

hubungan pembiayaan.

rugi. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tersendiri ataupun bersamaan
dengan gugatan wanprestasi, bergantung pada strategi hukum yang dipilih.
l ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat melahirkan lebih dari
satu dasar tuntutan dalam hukum perdata.lﬁ?

Selain itu, tindakan pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditor
juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam
bertransaksi. Debitur seharusnya memahami bahwa objek jaminan tidak
dapat dialihkan secara bebas, sehingga tindakan tersebut menunjukkan
adanya unsur kelalaian maupun kf.:s;a::ngajaan.“c’8 engan demikian, dapat
ditegaan bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya merupakan bentuk
wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi kreditor
untuk menuntut pertanggungjawaban serta memperoleh ganti rugi atas

kerugian yang dialami.'®’

166 Agus Yudha Hernok o, Hukum Perjanjian, Jak @8, Kencana, hlm. 230.

157 Mariam Darus Bad rulzaman, KUH Perdata Buku I1l, Bandung, Alumni, hlm. 85
168 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Jakarta, Intermasa, hlm. 110.

159 S utan Remy Sjahdeini, K ebe basan Berkontrak , Jakarta, Grafiti, hlm. 140.
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Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan

kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur juga dapat memenuhi unsur
perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan
kerugian bagi kreditur. Pengalihan yang dilakukan secara sepihak dapat

mengganggu hak kreditur atas objek jaminan fidusia dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, setiap tindak yang
bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi
pihak lain harus dipertanggungjawabkan esuai dengan prinsip perbuatan
melawan hukum.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Kendaraan
Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor
Dalam praktik hukum di Indonesia, pengalihan kendaraan bermotor
yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya
dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan
melawan hukum. Hal ini dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2024/PN Pbr, yang memiliki

relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, meskipun terjadi di

wilayah Pekanbaru yang masih berada dalam lingkup Provinsi Riau.'”
Dalam perkara tersebut, debitur mengalihkan kendaraan bermotor kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor. Tindakan ini jelas bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentu dalam

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan objek jaminan

tanpa persetujuan. Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,

1" Pytusan Pe ngadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2024/PN Pbr.
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suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

apabila memenuhi lima unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat
melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan
kausal antara perbuatan dan kﬁ:rugian.”‘1

Dalam kasus ini, unsur perbuatan terpenuhi karena adanya tindakan
aktif debitur yang mengalihkan kendaraan bermotor kepada pihak lain.
Unsur melawan hukum juga terpenuhi karena tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan undang-undang serta perjanjian yang telah
disepakati antara debitur dan kreditor.

Selanjutnya, unsur kesalahan dapat dilihat dari adanya kesengajaan
debitur dalam mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kreditor. Debitur
mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih dalam status jaminan fidusia,
namun tetap melakukan pengalihan. Hal ini menunjukkan adanya unsur
kesalahan yang jelas dalam perbuatan tersebut. Unsur kerugian juga
terpenuhi, di mana kreditor mengalami kerugian berupa hilangnya
penguasaan terhadap objek jaminan. Akibatnya, kreditor mengalami
kesulitan dalam melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan
sebagai pelunasan utang. Adapun hubungan kausal antara perbuatan dan
kerugian juga dapat dibuktikan, karena kerugian yang dialami kreditor
merupakan akibat langsung dari tindakan debitur yang mengalihkan
kendaraan tersebut kepada pihak ]n(f:tiga.w3

enumt penulis, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan

kreditor dalam kasus ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum

"' Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit,.hlm. 15.
"2 Subekti, Hukum Perdata, Op.Cit,. him. 124,
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1.

karena tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga melanggar norma

”
hukum yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, kreditor memiliki dasar

hukum wuntuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
Penggunaan putusan dari wilayah Pekanbaru arn penelitian ini tetap
relevan, mengingat hukum jaminan fidusia berlaku secara nasional dan
praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor juga
berpotensi terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Indragiri Hilir.
ngan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kendaraan
bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak
hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga memenuhi sur perbuatan

melawan hukum sebagaima diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Sanksi Pidana
Walaupun penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum perdata,

pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditor tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan adanya
konsekuensi pidana. Hal ini dikarenakan Undang-ndang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia secara jelas melarang pemberi fidusia untuk
mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor.'”
Ketentuan larangan tersebut diperkuat dengan adanya ancaman sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan
Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor

dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa

™ Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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perlindungan hukum terhadap kreditor tidak hanya diberikan melalui

174
Dalam

mekanisme perdata, tetapi juga melalui instrumen hukum pidana.
praktiknya, khususnya terkait pengalihan kendaraan bermotor, sanksi pidana
ini sering berkaitan dengan praktik over kredit yang dilakukan secara tidak
resmi atau di bawah tangan. Debitur ng melakukan pengalihan tanpa
persetujuan kreditor pada dasarnya telah melanggar ketentuan perundang-
undangan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila
seluruh unsur dalam ketentuan tersebut terpenuhi.'”

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak seluruh kasus
pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor langsung
diproses melalui jalur pidana. Hal ini disebabkan karena hukum pidana
memiliki sifat ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai upaya terakhir
apabila penyelesaian melalui jalur perdata tidak memberikan hasil. '"°Oleh
karena itu, dalam banyak kasus, penyelesaian lebih diutamakan melalui
mekanisme perdata, seperti penagihan, negosiasi, maupun pelaksanaan
eksekusi jaminan. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga harus
mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Apabila
pengalihan dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian bagi

kreditor, maka unsur pidana relatif lebih mudah untuk dibuktikan.

Sebaliknya, apabila terdapat kondisi tertentu seperti ketidaktahuan atau

4

"™ Und ang-Undang Nomor &l Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 36.
15 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rinek a Cipta, hlm. 98.
176 Moel Jatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jak arta, Bina Ak sara, hlm. 45.
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keadaan terpaksa, maka penerapan sanksi pidana perlu dipertimbangkan

secara lebih cermat.'”’

Dari sudut pandang hukum, keberadaan sanksi pidana dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia memiliki fungsi preventif sekaligus represif.
Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh

46
debitur, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan efek jera

terhadap pelaku pelanggaran® . Dengan demikian, sanksi pidana tidak
hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, etapi juga sebagai sarana
pengendalian dalam praktik pembiayaan. Dalam kaitannya dengan hukum
perdata, penerapan sanksi pidana tidak menghapuskan tanggung jawab
perdata debitur. Artinya, meskipun debitur telah dikenai sanksi pidana,
kreditor tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian,

menuntut ganti rugi, serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.'™
Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perdata
dapat berjalan secara bersamaan. Di sisi lain, keterlibatan pihak ketiga
dalam pengalihan kendaraan bermotor juga dapat menimbulkan implikasi
1
hukum pidana. Apabila pihak ketiga mengetahui bahwa objek tersebut
merupakan jaminan fidusia namun tetap menerima pengalihan, maka pihak
tersebut dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum,

bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana.l?g

""" Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertang gung jawaban Pidana, Jak arta, Ak sara
Baru, hlm. 60.

178 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jak arta, RajaGrafindo, hlm. 120.

7M., Yahya Harahap, Segi-Se gi Hukum Perjanjian, Jak arta, Sinar Grafika, hlm. 210.
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Meskipun demikian, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada

hukum perdata, pembahasan mengenai sanksi pidana hanya dimaksudkan
sebagai pelengkap untuk menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan
bermotor tanpa persetujuan kreditor memiliki konsekuensi hukum yang
serius. Oleh karena itu, analisis utama tetap difokuskan pada akibat hukum
dalam ranah pé:rdata.180 engan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditor tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi
juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya,
penyelesaian melalui jalur perdata tetap menjadi pilihan utama, sedangkan

hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan

hukum."'

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan
objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya dapat
menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi dalam kondisi tertentu juga
dapat menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

2
Undang Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-

2
undang memberikan perlindungan yang kuat terhadap keberadaan objek

jaminan fidusia agar tidak dialihkan secara sewenang-wenang oleh debitur.

2. Hak Kreditor
Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan
jaminan fidusia, kreditor memiliki posisi hukum yang kuat sebagai pihak
180 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, him. 75.

81 @8 ter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 150.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 90.
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yang berhak atas pelunasan utang dari debitur. edudukan tersebut
diperkuat oleh adanya hak kebendaan yang melekat pada kendaraan
bermotor sebagai objek jaminan fidusia." Hak-hak yang dimiliki kreditor
dalam jaminan fidusia pada dasarnya mencakup hak ntuk memperoleh
pelunasan utang, hak untuk didahulukan (hak preferen), serta hak untuk
melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan

83

wanprestasi.. Hak preferen memberikan kedudukan yang lebih

diutamakan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia dibandingkan dengan

" Dalam hal terjadi pengalihan

kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang.
kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut dapat
mengganggu hak kreditor karena objek jaminan berpindah kepada pihak
lain tanpa sepengetahuan kreditor. Kondisi ini berpotensi menghambat
pelaksanaan hak kreditor, khususnya dalam penguasaan dan eksekusi objek
jaminan.185

Meskipun demikian, sistem hukum tetap memberikan perlindungan
kepada kreditor melalui asas dreit de suite, yaitu hak yang mengikuti benda
ke tangan siapa pun benda tersebut berada. Dengan adanya asas ini, kreditor
tetap memiliki hak atas objek jaminan meskipun telah dialihkan kepada

pihak ketiga.'"™ Selain itu, kreditor juga berhak mengajukan tuntutan

hukum terhadap debitur apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Tuntutan

182 Rachmadi U sman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit,. 75.

183 Bambang Sugeng, Hukum Jaminan, Jak arta, Kencana, hlm. 60.

"% Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Medan, USU Press, him. 45.

185 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Peru sahafa Bandung, Refika, hlm. 90.

"% Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta,
Liberty, hlm. 35.
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tersebut dapat berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun
permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul."”’

Perlindungan terhadap hak kreditor juga berkaitan erat dengan prinsip
kepastian hukum dalam praktik pembiayaan. Apabila hak kreditor tidak

dijamin, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam

dunia pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor.'

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak kreditor dalam jaminan
24

fidusia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan

hubungan hukum antara debitur dan kreditor. Oleh karena itu, setiap

pelanggaran terhadap hak tersebut, termasuk pengalihan objek jaminan

tanpa persetujuan kreditor, harus memperoleh perlindungan hukum yang

88

memadai."’

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hak-hak kreditur
sebagai penerima fidusia harus tetap mendapatkan perlindungan hukum
karena kreditur memiliki kepentingan hukum terhadap objek jaminan
fidusia. Perlindungan terhadap hak kreditur diperluk untuk menjamin
terlaksananya fungsi jaminan fidusia sebagai sarana pelunasan utang apabila
debitur tidak memenuhi kewajibannya.

3. Eksekusi

Eksekusi merupakan salah satu hak esensial bagi kreditor dalam

jaminan fidusia, terutama ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya

(wanprestasi). Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, eksekusi dilakukan

terhadap kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan guna pelunasan

187 M.hya Harahap, Se gi-Se gi Hukum Perjanjian, Op.Cit,. hlm. 200.
188 Adrian Sutedi, Hukum Hak Jaminan, Jak arta: Sinar Grafik a, hlm. 88.
189 7aeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Jak arta: RajaGrafindo, hlm. 120.
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utang debitur.'” Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memberikan
kemudahan bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi, salah satunya
melalui adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang
disamakan dengan putusan pengadilan yang telah rkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa harus
mengajukan gugatan lebih dahulu ke pengadilan.191

Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi terhadap kendaraan bermotor
dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui pelelangan
umum maupun penjualan di bawah tangan yang didasarkan pada
kesepakatan para piha](.193 Penjualan di bawah tangan sering dipilih karena
dinilai lebih efektif dan dapat menghasilkan harga yang lebih
menguntungkan. Namun, apabila terjadi pengalihan kendaraan bermotor
tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut dapat menghambat proses eksekusi.
Hal ini disebabkan objek jaminan telah berada dalam penguasaan pihak
ketiga, schingga menyulitkan kreditor dalam melakukan penarikan terhadap

193

objek tersebut. ” Walaupun demikian, berdasarkan prinsip dalam hukum

jaminan, kreditor tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek
jaminan meskipun telah beralih kepada pihak lai. Hal ini menunjukkan
bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor tetap terjamin.'” Dalam
pelaksanaan eksekusi, kreditor juga wajib memperhatikan ketentuan dan

prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan

hukum baru. Eksekusi yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sah

190 REICEldi Usman, Op.Cit,. hlm. 10

PUnd ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.
92 g alim HS, Penerapan Teori, Op .Cit,. hlm. 89.

' Munir Fuady, Op.Cit,. him. 145.

1% putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI1/2019.
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berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.'” Dengan

demikian, eksekusi merupakan instrumen yang sangat penting dalam
memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Tanpa adanya mekanisme
eksekusi yang efektif, jaminan fidusia tidak akan mampu ernberikan
perlindungan hukum secara optimal.li""‘5

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan
eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada kreditur apabila debitur melakukan
wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi harus tetap akukan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan
pelanggaran terhadap hak-hak para pihak dan tetap menjamin kepastian
hukum. Berdasarkan analisis penulis, berbagai akibat hukum yang timbul
akibat pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia
tanpa persetujuan kreditur menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan
hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian pembiayaan, tetapi
juga ?apat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam aspek perdata
maupun pidana. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam hubungan
pembiayaan kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan hukum
mengenai jaminan fidusia agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta
perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Analisis Kedudukan Hukum Para Pihak Akibat Pengalihan Kendaraan

Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

195 51 Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 75
1% G unawan Widjaja, Jaminan Fidusia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 120.
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Pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia
tanpa rsetujuan tertulis dari kreditur tidak hanya menimbulkan
pelanggaran terhadap ketentuan hukum jaminan fidusia, tetapi juga
memberikan akibat terhadap dudukan hukum para pihak yang terlibat.
Dalam hubungan pembiayaan dengan jaminan fidusia, terdapat tiga pihak
ng memiliki kepentingan hukum, yaitu debitur sebagai pemberi fidusia,
kreditur sebagai penerima fidusia, dan pihak ketiga sebagai penerima
pengalihan kendaraan. Masing-masing pihak emiliki kedudukan dan
konsekuensi hukum yang berbeda setelah terjadinya pengalihan tanpa
persetujuan tersebut.'”’

Debitur sebagai pemberi fidusia, pengalihan kendaraan kepada pihak
lain tidak menyebabkan beralihnya tanggung jawab hukum debitur kepada
pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara debitur dan
kreditur tetap didasarkan pada perjanjian pembiayaan g telah dibuat
sebelumnya. Selama tidak terdapat persetujuan dari kreditur mengenai
perubahan pihak dalam perjanjian, maka debitur awal tetap menjadi pihak
yang bertanggung jawab tuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah
diperjanjikan.'”

Sebagai gambaran praktik yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir,
masih ditemukan adanya pengalihan kredit kendaraan bermotor kepada pihak
ketiga. Sebagai ilustrasi, Pak Amit merupakan debitur yang membeli sepeda

motor secara kredit dengan kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan

fidusia. Dalam masa pembayaran angsuran, Pak Amit mengalami kesulitan

3
197 Kit@nd;mg-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1338
% Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 8.
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untuk melanjutkan kewajibannya sehingga kendaraan diserahkan kepada
pihak ketiga untuk meneruskan pembayaran angsuran. Pengalihan tersebut
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pak Amit dengan ak ketiga
tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur. Praktik demikian
menimbulkan persoalan hukum karena kendaraan yang masih dibebani
jaminan fidusia telah dialihkan ada pihak lain tanpa persetujuan kreditur,
yang pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.'””

Berbeda halnya dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan
kendaraan melalui mekanisme over kredit di bawah tangan. Meskipun pihak
ketiga secara nyata menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut serta
melakukan pembayaran angsuran, kedudukannya belum dapat
menggantikan posisi debitur secara hukum di hadapan kreditur. Hal tersebut
dikarenakan peralihan kedudukan sebagai debitur membutuhkan
persetujuan dari pihak kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan
terhadap objek jaminan. Dengan demikian, pihak ketiga hanya memiliki
bungan hukum dengan debitur awal berdasarkan kesepakatan pribadi,
tetapi tidak secara otomatis memiliki hubungan kontraktual dengan
kreditur.*®

Dari sisi kreditur sebagai penerima fidusia, pengalihan objek jaminan
tanpa persetujuan tidak menghilangkan hak kreditur terhadap kendaraan
tersebut. Hal ini berkaitan dengan sifat jaminan fidusia yang memiliki
prinsip droit de suite, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti objeknya di

1% Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, 19 April
2026.
200 Rachmadi U sman, Hukum Jaminan K eperdataan, Op. Cit,. Him 44,
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3
tangan siapapun benda tersebut berada. Oleh karena itu, perpindahan

penguasaan kendaraan kepada pihak ketiga tidak menghapus kedudukan
kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Apabila di?aitkan dengan konsep
kepastian hukum, kondisi rsebut menunjukkan bahwa hukum tetap
memberikan batas yang jelas mengenai siapa yang memiliki tanggung
jawab dan siapa yang memiliki hak terhadap objek jaminan. Debitur tetap
terikat terhadap perjanjian pembiayaan, kreditur tetap memiliki hak atas
objek fidusia, sedangkan pihak ketiga tidak dapat gemperoleh kedudukan
hukum yang sama seperti debitur tanpa adanya rsetujuan resmi. "

Dari perspektif lindungan hukum, pengaturan mengenai kedudukan
para pihak bertujuan mencegah adanya pihak yang dirugikan akibat
pengalihan sepihak. Kreditur memperoleh perlindungan melalui hak
jaminan ang melekat pada objek fidusia, sedangkan pihak ketiga
seharusnya memperoleh perlindungan melalui prosedur pengalihan yang
sah agar tidak berada dalam posisi yang lemah apabila terjadi permasalahan
hukum di kemudian hari >

Menurut analisis penulis, akibat utama dari pengalihan kendaraan
bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah
terjadinya ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pihak-pihak yang
terlibat. Debitur menganggap telah memindahkan tanggung jawab kepada
pihak ketiga, sedangkan secara hukum tanggung jawab tersebut belum
berpindah. Sementara itu, pihak ketiga telah melakukan pembayaran dan

menguasai kendaraan, tetapi belum memperoleh perlindungan hukum yang

4
M Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 20.

*2 Sudik no Mertokusumo, Meng enal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Y og yakarta,
hlm. 64.
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sempurna. Oleh karena itu, pengalihan objek jaminan fidusia seharusnya
lakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan kreditur agar
tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Analisis Akibat Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Penerima Fidusia
Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur
Dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kreditur
memiliki kedudukan sebagai penerima fidusia yang memperoleh hak
jaminan terhadap benda yang dijadikan objek fidusia. Meskipun secara fisik
objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur, secara yuridis
hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan kepada kreditur
berdasarkan asas kepercayaan (fidusia). Oleh karena itu, debitur tidak dapat
secara beb melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa
memperhatikan hak dan kepentingan kreditur sebagai pemegang jaminan.™”
Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur mengakibatkan terganggunya
kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut
dikarenakan objek jaminan yang seharusnya menjadi alat perlindungan bagi
kreditur dalam menjamin pelunasan utang tidak lagi berada dalam
penguasaan debitur sebagaimana diperjanjikan. Tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

. . . . . . . . . .
jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.”™

MG marzm Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op.Cit,. hlm. 128.
M Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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Berdasarkan ketentuan tersebut, akibat hukum yang timbul bagi
kreditur adalah munculnya hak untuk mempertahankan kepentingannya
sebagai penerima fidusia. Kreditur tap memiliki hak kebendaan terhadap
objek fidusia karena jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite, yaitu hak
jaminan yang tetap mengikuti benda tersebut di tangan siapapun benda itu
berada. Dengan demikian, perpindahan penguasaan kendaraan kepada pihak
lain tidak rta-rnerta menghilangkan hak kreditur terhadap objek jaminan
tersebut.””

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat
menyebabkan kreditur mengalami kerugian secara hukum maupun
ekonomi. Secara hukum, kreditur kehilangan kendali terhadap objek
jaminan yang menjadi dasar perlindungan atas pelunasan utang debitur.
Sedangkan secara ekonomi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya,
kreditur akan engalami kesulitan dalam melakukan eksekusi karena
kendaraan tersebut telah berpindah kepada pihak lain tanpa prosedur yang
o

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan
tindakan hukum terhadap debitur karena perbuatan tersebut merupakan
bentuk pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan. Perjanjian yang telah
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Oleh karena itu,

debitur wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati,

W57, Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Op.Cit., hlm. 130
208 Rachmadi U sman, Hukum Jaminan K eperdataan, Op.Cit.,hlm. 213.
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termasuk tidak melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditur™” .

Apabila debitur tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia
tanpa izin, kreditur dapat melakukan upaya penyelesaian sesuai ngan
ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan bagi
kreditur adalah hak untk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan
fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal tersebut merupakan
konsekuensi dari adanya hak preferen yang dimiliki oleh kreditur sebagai
penerima fidu sia. *®

Hak preferen tersebut memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada
kreditur dibandingkan pihak lain karena kreditur memiliki hak untuk
memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi benda yang
menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya dudukan tersebut, hukum
memberikan perlindungan kepada kreditur agar risiko akibat kelalaian atau
pelanggaran debitur dapat diminimalisir”” Namun demikian, dalam
praktiknya pengalihan kendaraan bermotor melalui sistem yang dikenal
sebagai over kredit sering menimbulkan permasalahan bagi kreditur.
Masyarakat sering menganggap bahwa pembayaran angsuran oleh pihak

ketiga telah cukup untuk memindahkan kewajiban kredit, padahal secara

hukum pengalihan tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari kreditur.

27 S alim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Op.Cit., hlm. 89.
298 Mariam Darus Bad rulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.,hlm. 13.

299 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm. 45
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Tanpa adanya persetujuan, hubungan hukum antara kreditur dan debitur
awal masih tetap berlangsung.*"’

Berdasarkan teori perlindungan hukum, ketentuan mengenai larangan
pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan
bentuk perlindungan hukum preventif. Aturan tersebut dibuat untuk
mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan kreditur sebelum
sengketa terjadi. Sedangkan apabila pelanggaran telah terjadi, kreditur
memperoleh erlindungan hukum represif melalui hak melakukan
penagihan, gugatan, maupun eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.*"!

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap
kreditur sebagai penerima fidusia akibat pengalihan kendaraan bermotor
tanpa persetujuan kreditur adalah kreditur tetap memiliki hak atas objek
jaminan fidusia, memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban debitur,
serta memperoleh perlindungan hukum untuk melakukan eksekusi apabila
debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa
hukum jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai
pihak yang memiliki kepentingan atas pelunasan piutangnya.

Analisis kibat Hukum Terhadap Debitur Akibat Pengalihan Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Hubungan hukum pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur

memiliki kedudan sebagai pemberi fidusia yang tetap menguasai objek

jaminan secara fisik, namun secara yuridis objek tersebut telah dibebani

hak, meskipun kendaraan bermotor masih berada dalam penguasaan debitur,

210 Philipus M. Hadjon, Perlindung an Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Op.Cit., hlm.

MM, Yahya Harahap, Segi-Se gi Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 60.
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debitur tidak memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan pengalihan
terhadap objek tersebut tanpa memperhatikan hak kreditur*'* Pengalihan
kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya
persetujuan tertulis dari kreditur merupakan suatu tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut secara tegas
melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
tertulis dari penerima fidusia >

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan debitur yang melakukan
pengalihan objek jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada dirinya. Debitur
tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia,
tetapi juga melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati
bersama ngan kreditur *'* Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat secara
sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang
membuatnya. ngan demikian, debitur wajib menjalankan seluruh

kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, termasuk kewajiban untuk tidak

mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur 2"

12 Gmarzm Widjaja dan Ahmad Y ani, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm. 128

B Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
¥ Rachmadi U sman, Hukum Jaminan K eperdataan, Op.Cit.,hlm. 213.

'SR. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 75.
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Apabila debitur tetap melakukan pengalihan kendaraan bermotor
tersebut tanpa izin kreditur, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan
akibat hukum berupa terjadinya wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena
debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan,
baik berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak c:lipe:rbolé:h]-:an.216 Akibat
adanya wanprestasi tersebut, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum oleh kreditur. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa
kewajiban untuk menuhi prestasi yang telah disepakati, membayar
kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian, atau menerima
tindakan hukum lain suaj dengan ketentuan yang berlaku.”"’ Selain
menimbulkan akibat dalam hubungan kontraktual, pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat menyebabkan
berkurangnya erlindungan hukum terhadap debitur sendiri. Hal tersebut
dikarenakan tindakan debitur menyebabkan hubungan hukum dalam

perjanjian pembiayaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan awal,

,
2Dalam

sehingga dapat menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur.
perspektif hukum jaminan, debitur sebagai pemberi fidusia tetap memiliki
kewajiban untuk menjaga keberadaan dan keutuhan objek jaminan sampai
utangnya kepada kreditur dilunasi. Hal ini karena objek jaminan fidusia

berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, sehingga setiap tindakan yang

dapat mengurangi nilai atau memindahkan penguasaan objek tersebut tanpa

2EM. Yahya H':Imlp, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 60.
27 galim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Op.Cit.,hlm. 89.
218 Mariam Darus Bad rulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit., hlm. 13
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persetujuan kreditur merupakan tindakan yang merugikan kepentingan
kreditur.*"”

Berdasarkan teori kepastian hukum, larangan pengalihan objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan kreditur rtujuan memberikan batas yang jelas
mengenai hak dan kewajiban para pihak. Debitur mengetahui bahwa dirinya
tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek fidusia secara bebas,
sedangkan kreditur memperoleh kepastian atas perlindungan haknya
sebagai penerima fidusia.**

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap
debitur akibat pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur
adalah timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan, terjadinya
wanprestasi, serta munculnya kewajiban untuk bertanggung jawab atas
kerugian yang dialami kreditur. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa
penguasaan fisik atas kendaraan oleh debitur tidak berarti memberikan hak
penuh untuk mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan pihak yang

memiliki hak jaminan.**'

Analisis Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima
Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam praktiknya, pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi
objek jaminan fidusia sering lakukan melalui mekanisme yang dikenal

oleh masyarakat sebagai over kredit. Pihak ketiga sebagai penerima

pengalihan biasanya mengambil alih kewajiban pembayaran angsuran dari

25.

9 1. Satrio, Hukum Jaminan Hak -Hak Kemdaan, Op.Cit., hlm. 130.
20 Philipus M. Hadjon, Perlindung an Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,Op.Cit., hlm.

2! Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hlm. 45.
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debitur awal dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan atas kendaraan
tersebut. Namun, secara hukum tindakan tersebut tidak serta-merta
menyebabkan berpindahnya kedudukan debitur kepada pihak ketiga apabila
belum mendapatkan persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia.**
Pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor harus
memahami bahwa objek kendaraan tersebut masimemiliki hubungan
hukumngan kreditur. Hal ini dikarenakan kendaraan yang menjadi objek
jaminan fidusia tidk hanya berkaitan dengan hubungan antara debitur dan
pihak ketiga, tetapi juga melekat hak jaminan kreditur yang telah lahir
berdasarkan perjanjian fidusia. engan demikian, pengalihan yang
dilal(uan tanpa persetujuan kreditur tidak dapat menghapus hak kreditur
terhadap objek jaminan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) ndang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan
objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima
fidusia. Larangan rsebut menunjukkan bahwa pihak ketiga yang
menerima kendaraan melalui pengalihan tanpa izin kreditur memperoleh
kendaraan dalam kondisi ang memiliki permasalahan hukum karena objek
tersebut masih dibebani hak jaminan fidusia **

Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah tid memiliki kedudukan
sebagai debitur baru dalam hubungan hukum dengan kreditur. Meskipun

pihak ketiga telah melakukan pembayaran angsuran kepada debitur

sebelumnya, pembayaran tersebut hanya merupakan kesepakatan antara

2 Ibid,. Him. 46.
2 Gutﬂran Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op.Cit.,hlm. 128.
2 Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fid usia, Pasal 23 ayat (2).
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pihak ketiga dengan debitur awal dan tidak secara otomatis mengikat
kreditur. Hubungan hukum dengan kreditur tetap berada pada debitur awal
sampai adanya persetujuan pengalihan secara resmi.”> Selain itu, pihak
ketiga juga memiliki risiko apabila debitur awal melakukan wanprestasi
terhadap perjanjian pembiayaan. Kreditur tetap mjliki hak untuk
melakukan penagihan maupun eksekusi terhadap objek jaminan fidusia
karena hak kreditur melekat pada kendaraan tersebut. Kondisi i
menunjukkan bahwa pihak ketiga tidak dapat berlindung hanya berdasarkan
adanya penguasaan fisik terhadap kendaraan.**®

Dalam hukum jaminan fidusia dikenal adanya sifat droit de suite, yaitu
hak jaminan yang tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan di
tangan siapapun benda tersebut berad Oleh karena itu, perpindahan
kendaraan kepada pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur sebagai
pemegang jaminan fidusia. Pihak ketiga tetap harus menghormati hak
kebendaan yang telah melekat pada objek tersebut.*’ Namun, apabila pihak
ketiga memperoleh kendaraan tersebut dengan itikad baik dan tidak
mengetahui bahwa kendaraan masih menjadi objek jaminan fidusia, maka
keadaan tersebut tetap tidak menghapus hak kreditur. al ini disebabkan
karena dalam hukum jaminan fidusia, pendaftaran fidusia memberikan sifat
publisitas sehingga pihak lain dianggap dapat mengetahui bahwa benda

tersebut sedang dibebani jaminan fidusia %

** Rachmadi U ml. Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit., hlm. 213.

226 S alim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Op.Cit.,hlm. 89.
27y, Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Op.Cit., hlm. 130.

228 Mariam Darus Bad rulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit., hlm. 13.
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Berdasarkan teori perlindungan hukum, kondisi pihak ketiga dalam
pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditur menunjukkan adanya

kelemahan perlindungan hukum apabila masyarakat melakukan transaksi
hanya berdasarkan kepercayaan. eh karena itu, sebelum menerima
pengalihan kendaraan, pihak ketiga seharusnya memastikan adanya
persetujuan kreditur agar memperoleh kepastian mengenai status hukum
kendaraan tersebut.””

Ditinjau dari teori kepastian hukum, pengaturan mengenai persetujuan
kreditur dalam pengalihan objek jaminan fidusia bertujuan ntuk
memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak dan kewajiban
dalam perjanjian pembiayaan. Tanpa adanya persetujuan tersebut, akan
terjadi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap
pembayaran utang maupun keberadaan objek jaminan.”

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap pihak
ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah pihak ketiga tidak
memperoleh kedukan hukum sebagai debitur baru, tetap menghadapi
risiko eksekusi terhadap kendaraan tersebut, serta tidak dapat menghapus
hak kreditur sebagai penerima fidusia. Oleh karena itu, pengalihan

kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa prosedur yang sah menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga sebagai penerima pf:ngalihan.331

25.

29 Philipus M. Hadjon, Perlindung an Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Op.Cit., hlm.

330 M. Yahya Harahap, Se gi-Se gi Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 60.
3R, Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., him. 75.
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Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Akibat

Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Teori perlindungan huku digunakan untuk menganalisis akibat
hukum yang timbul setelah terjadi pengalihan kendaraan bermotor yang
masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dalam
suatu hubungan hukum jaminan fidusia, perlindungan hukum diperlukan
karena terdapat kepentingan para pihak yang harus dijaga, khususnya
kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki hak terhadap objek
jaminan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah
terjadinya pelanggaran, tetapi juga memberikan penyelesaian apabila
pelanggaran tersebut telah tf.:rjadi.333 Berdasarkan teori perlindungan
hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Perlinduan hukum preventif
diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui adanya
aturan yang membatasi tindakan para pihak. Sedangkan perlindungan

hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan
menyelesaikan permasalahan dan memberikan pemulihan terhadap pik
yang dirugilcan.z“e'3

Pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditur, bentuk perlindungan hukum preventif terlihat dari
adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

2?3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op.Cirmn. 53.
3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Op.Cit., hlm.
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jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan
tersebut bertujuan agar debitur tidak melakukan tindakan hukum yang dapat

merugikan hak kreditur.**

Berdasarkan analisis penulis, apabila debitur
tetap melakukan pengalihan kendaraan melalui praktik yang sering disebut
sebagai over kredit tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut
menimbulkan akibat hukum karena telah mengabaikan kedudukan kreditur

15
sebagai penerima fidusia. Pengalihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan

1
hubungan antara debitur dan pihak ketiga, tetapi juga menyangkut hak

kebendaan kreditur yang melekat pada objek jaminan fidusia

Akibat hukum terhadap kreditur yaitu kreditur tetap memiliki hak
terhadap objek jaminan fidusia karena jaminan fidusia memiliki sifat droit
de suite, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti benda yang menjadi objek
jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan demikian,
berpindahnya penguasaan kendaraan kepada pihak ketiga tidak

menghilangkan hak kreditur untuk mempertahankan kepentingannya.m’

elain itu, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur
dapat menyebabkan debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak
melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah
disepakati. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap
pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.*’ Dalam hal

terjadi pelanggaran tersebut, perlindungan hukum represif diberikan kepada

** Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hm. 45,

Sl B Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Op.Cit., hlm. 130.

2% Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit.,hlm. 213.

37 Sudik no Me rtokusumo, Meng enal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit., hlm. 160.
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12
kreditur melalui hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap debitur.

Kreditur dapat melakukan penagihan, meminta pertanggungjawaban atas
kerugian yang timbul, serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan
fidusia apabila debitur tidak memenuhi kf:wajibannya.238

Namun, perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak hanya
ditujukan kepada kreditur. Debitur juga memiliki perlindungan hukum
berupa adanya kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian
pembiayaan. Dengan adanya aturan mengenai larangan pengalihan objek
fidusia tanpa persetujuan, debitur diberikan batasan ag tidak melakukan
tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun pihak

. 2
lain.??

Terhadap pihak ketiga yang menerima kendaraan melalui over
kredit, teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa pihak ketiga juga
membutuhkan kepastian hukum mengenai status kendaraan yang
diterimanya. Apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur,
pihak ketiga tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai debitur baru
karena tidak terdapat perubahan hubungan hukum antara kreditur dan
debitur awal >

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum dapat
dianalisis bahwa akibat hukum pengalihan kendaraan bermotor sebagai
objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menimbulkan kebutuhan

perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Perlindungan tersebut

diwujudkan melalui aturan yang mencegah pengalihan secara sepihak serta

2?“ S()enm Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 133.
9 Und ang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.
9 Sudikno Mertokusumo, Meng enal Hukum Suatu Pengantar, Y og yak arta, Liberty,

2007, hlm. 160.
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pemberian upaya hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga tercipta
kepastian hukum dalam hubungan antara kreditur, debitur, dan pihak

ketiga.}“

2! Rachmadi Usman, Hukum Jaminan K eperdataan, Op.Cit., hlm. 214.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor
tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya melarang
debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek
jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa adanya
persetujuan tertulis dari kreditur. Kendaraan bermotor yang masih berada
dalam status pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak
kepemilikannya secara yuridis masih melekat pada kreditur sebagai
penerima fidusia sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi. Dalam
praktiknya, pengalihan kredit atau over kredit kendaraan bermotor ring
dilakukan secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan
pembiayaan. Tindakan tersebut bertentangan ngan ketentuan Undang-
Undang Jaminan Fidusia karena dapat menghilangkan kepastian hukum
dan mengganggu perlindungan hak kreditur terhadap objek jaminan
fidusia. Selain itu, larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur
bertujuan untumemberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar
objek jaminan tetap berada dalam pengawasan dan tidak menimbulkan
sengketa hukum di kemudian hari.

2. Akibat hukum terhadap pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi

objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah debitur dapat

dianggap melakukan wanprestasi karena melanggar isi perjanjian
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3
pembiayaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan

Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia tetap memiliki hak prefer
dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan
sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh
karena itu, kreditur berhak melakukan penarikan atau eksekusi terhadap
kendaraan bermotor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
Pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur
juga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena kendaraan tersebut
sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur. Pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia harus tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang
berlaku serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang
dalam penarikan objek jaminan fidusia.
B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat perlu
meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (2)
ndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
khususnya terkait larangan pengalihan kendaraan bermotor yang masih
menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.
Perusahaan pembiayaan juga sebaiknya ernberikan penjelasan yang
lebih jelas kepada debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian
pembiayaan agar debitur memahami akibat hukum dari tindakan over

kredit secara di bawah tangan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang

lebih optimal terhadap praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa
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persetujuan  kreditur guna menciptakan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi para pihak.

. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur harus tetap
memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan tidak lakukan
tindakan penarikan secara sewenang-wenang. Pelaksanaan eksekusi
sebaiknya diukan dengan mengedepankan musyawarah dan itikad
baik antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga agar tidak menimbulkan
konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan over
kredit kendaraan bermotor hendaknya memastikan status hukum
kendaraan dan memperoleh persetujuan dari pihak perusahaan

pembiayaan agar terhindar dari kerugian hukum maupun materiil di

kemudian hari.
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